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RONI HARYANTO. E 0005278. PELAKSANAAN ASAS KOORDINASI HORIZONTAL ANTARA 
KEPOLISIAN RESORT BOYOLALI DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI DALAM 
MENANGANI TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi kasus No. Reg. 
Perkara : PDM - 100 / BYL / Ep. 1 / 09 / 2005). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan 
Hukum 2009. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort 
Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana percobaan pembunuhan berencana 
(studi kasus No. Reg. Perkara : PDM – 100 / BYL / Ep. 1 / 09 / 2005) dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam 
pelaksanaan asas koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam 
menangani tindak pidana percobaan pembunuhan berencana (studi kasus No. Reg. Perkara : PDM – 100 / BYL / Ep. 
1 / 09 / 2005). 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan 
jenis data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Boyolali. Dalam penelitian ini, teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan 
adalah teknis analisis data kualitatif dengan model interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan asas koordinasi 
horizontal antara Kepolisian Resort Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana 
percobaan pembunuhan berencana (studi kasus No. Reg. Perkara : PDM – 100 / BYL / Ep. 1 / 09 / 2005) terjadi 
pada tahap pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana oleh 
Kepolisian Resort Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali, perpanjangan penahanan terhadap tersangka tindak 
pidana percobaan pembunuhan berencana oleh Penuntut Umum, penyerahan BAP dari Penyidik Kepolisian Resort 
Boyolali kepada Kejaksaan Negeri Boyolali. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asas koordinasi horizontal 
antara Kepolisian Resort Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana percobaan 
pembunuhan berencana (studi kasus No. Reg. Perkara : PDM – 100 / BYL / Ep. 1 / 09 / 2005) adalah secara praktis 
berupa kekurangpahaman pihak Kepolisian dalam memahami petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Penuntut 
Umum atau pihak Kejaksaan. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan berkas perkara bolak-balik antara Penuntut 
Umum dengan Penyidik Kepolisian. 
 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pihak yang 
berkepentingan khususnya lembaga Kepolisian dengan Kejaksaan, supaya lebih memperat dalam melaksanakan 
koordinasi dan kerja sama dalam menangani setiap tindak pidana, sehingga lebih efektif, efisien, dan tepat dalam 






















Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali orang-orang yang khusyu’ 
- Q.S. Al-Baqoroh: 45 - 
Siapa yang mau berusaha, pasti akan mendapatkan hasilnya 
- Hadist Rasulullah SAW - 
Lakukanlah kebaikan dalam kehidupan, karena kebaikan akan mendatangkan suatu kebahagiaan. 
- Penulis - 
Hindarkanlah kebencian dalam kehidupan, karena kebencian akan mendatangkan bencana. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan 
belaka. Berarti negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga 
negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan tersebut dengan tanpa perkecualian. Dengan demikian negara 
menjamin bahwa semua warga negara akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama 
dan hak serta kewajiban yang sama menurut hukum.  
Perlindungan hukum yang sama dan serta kewajiban yang sama menurut hukum 
tersebut dapat diwujudkan dengan adanya rasa aman, tenteram, sejahtera dan ketertiban. 
Tetapi dalam melaksanakan perlindungan hukum tersebut merupakan perbuatan yang tidak 
mudah bagi pemerintah. Apalagi dalam kondisi perekonomian negara kita yang semakin 
terpuruk ini, maka semakin banyak terjadi krisis ekonomi dan krisis moral pada setiap orang. 
Karena adanya desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan 
menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin 
tingginya angka kriminalitas atau kejahatan, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, 
didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat 
jahat. 
Kejahatan menurut hukum adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan 
apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Kejahatan terjadi di setiap tempat, waktu, dan 
Negara. Melihat kejahatan yang menimbulkan kerugian dalam masyarakat, maka peranan 
hukum dalam menegakkan keadilan sangat diperlukan. Bagaimanapun bentuk kejahatan 
yang ada dalam masyarakat harus dilakukan usaha untuk mencegah dan mengurangi 
timbulnya kejahatan yang baru serta ditetapkan cara-cara penanggulangannya. 
Di dalam KUHP, baru pada tahap percobaan melakukan kejahatan terhadap pelaku 
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dapat dikenakan pemidanaan. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHP yang bunyi perumusannya adalah sebagai berikut: ”Mencoba melakukan kejahatan, 
dipidana jika niat untuk itu ternyata telah ternyata dari adanya perrmulaan pelaksanaan, dan 
tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya 
sendiri”. Sebagai alasan terhadap pelaku percobaan diancam dengan pidana karena di dalam 
percobaan telah tampak adanya niat jahat dari pelaku. Demikian halnya terhadap percobaan 
pembunuhan berencana, terhadap pelaku tindak pidana ini dikenakan ketentuan Pasal 53 ayat 
(1) jo. Pasal 340 KUHP. 
Sebagaimana diketahui apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil 
(KUHP), maka penyelesaiannya dilakukan oleh hukum pidana formil. Sumber utama hukum 
pidana formil atu lebih dikenal dengan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat 
dengan KUHAP. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal bermacam-macam asas, 
diantara asas tersebut adalah asas diferensiasi fungsional, artinya diadakan pembagian tugas 
masing-masing alat negara atau penegak hukum. Adapun pembagian bidang tugas tersebut 
misalnya Kepolisian bertugas di bidang penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan di bidang 
penuntutan, serta Pengadilan bertugas pada bidang pemeriksaan dan memutus perkara. 
Meskipun demikian terdapat perkecualian dalam tindak pidana khusus, yaitu pada bidang 
penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dan oleh Kejaksaan. 
Meskipun diadakan pembagian tugas sebagaimana tersebut di atas, di dalam KUHAP 
juga dikenal adanya asas saling koordinasi. Asas koordinasi dalam KUHAP meliputi asas 
koordinasi vertikal dan asas koordinasi horizontal. Yang dimaksud dengan asas koordinasi 
vertikal adalah asas kerja sama dan saling berhubungan antara penegak hukum yang lebih 
rendah kepada penegak hukum yang lebih tinggi dalam satu jajaran. Sedangkan yang 
dimaksud dengan asas koordinasi horizontal adalah asas kerja sama dan saling berhubungan 
antara lembaga penegak hukum yang satu dengan lembaga penegak hukum yang lainnya. Di 
antara asas koordinasi horizontal tersebut adalah kerja sama dan saling berhubungan antara 
Kepolisian dengan Kejaksaan. 
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Demikian halnya dalam menangani salah satu tindak pidana yang terjadi di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Boyolali, percobaan tindak pidana pembunuhan berencana, antara 
Kepolisian Resort Boyolali telah menerapkan asas koordinasi horizontal dengan Kejaksaan 
Negeri Boyolali. 
Berdasarkan wacana di atas, Penulis merasa tertarik dan perlu mengkaji lebih dalam 
tentang pelaksanaan asas koordinasi horizontal antara Kepolisian dengan Kejaksaan dalam 
menangani tindak pdana korupsi dalam suatu penulisan hukum dengan judul : 
"PELAKSANAAN ASAS KOORDINASI HORIZONTAL ANTARA KEPOLISIAN 
RESORT BOYOLALI DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI DALAM 
MENANGANI TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA 
(Studi Kasus No. Reg. Perkara : PDM - 100 / BYL / Ep. 1 / 09 / 2005)". 
B. Perumusan Masalah 
Dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya perumusan masalah untuk 
mengidentifikasikan persoalan yang akan diteliti serta membatasi adanya perluasan masalah 
dan pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan agar tercapai sasaran yang 
diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan asas koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort Boyolali 
dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana percobaan 
pembunuhan berencana (Studi kasus No. Reg. Perkara: PDM-100/BYL/Ep.1/09/2005) ? 
2. Hambatan - hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan asas koordinasi horizontal 
antara Kepolisian Resort Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani 
tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan bagaimana solusinya (Studi kasus 
No. Reg. Perkara: PDM-100/BYL/Ep.1/09/2005) ? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.  
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Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan asas koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort 
Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana 
percobaan pembunuhan berencana (Studi kasus No. Reg. Perkara: PDM-
100/BYL/Ep.1/09/2005). 
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asas 
koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort Boyolali dengan Kejaksaan Negeri 
Boyolali dalam menangani tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan 
bagaimana solusinya (Studi kasus No. Reg. Perkara: PDM-100/BYL/Ep.1/09/2005). 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun 
penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar 
kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman 
Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, 
khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang sangat berarti bagi penulis. 
c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat 
diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan 
penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan 
di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk sedikit memberi sumbang pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan 
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ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
c. Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani kuliah 
strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan 
landasan untuk penelitian lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam 
instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa 
memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta 
tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
E. Metode Penelitian 
Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami 
lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986 : 6). Adapun metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian hukum empiris, 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder pada awalnya untuk 
kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap 
masyarakat Soerjono Soekanto, 1986:52). 
2. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian ini akan diteliti tentang pelaksanaan asas koordinasi horizontal 
antara Kepolisian Resort Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani 
tindak pidana percobaan pembunuhan berencana (studi kasus No. Reg. Perkara: PDM-
100/BYL/Ep.1/09/2005). Sifat penelitian yang Penulis gunakan adalah sifat penelitian 
diskriptif kualitatif. 
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Penelitian Deskriptif adalah Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan 
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan 
cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis, dan 
menginterprestasikannya (Soerjono Soekanto, 1986 : 10). Dalam penelitian ini, Penulis 
ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan asas koordinasi 
horizontal antara Kepolisian Resort Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam 
menangani tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus No. Reg. Perkara: PDM-
100/BYL/Ep.1/09/2005). 
3. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka Penulis melakukan penelitian 
dengan mengambil lokasi Kejaksaan Negeri Boyolali. Pemilihan lokasi tersebut 
didasarkan kepada pertimbangan bahwa di Kejaksaan Negeri Boyolali  tersedia data yang 
berkaitan dengan pelaksanaan asas koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort 
Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana percobaan 
pembunuhan berencana. 
4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. 
a) Data Primer 
Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara  langsung 
melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara 
langsung dalam penelitian ini. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari 
Kejaksaan Negeri Boyolali. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara 
langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, 
arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-
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bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti. 
5. Sumber Data  
Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
a) Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi 
penelitian, dalam hal ini yang bertindak adalah Kejaksaan Negeri Boyolali. 
b) Sumber Data Sekunder  
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, yang 
terdiri dari : 
(1) Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai 
kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. 
Dalam hal ini meliputi : 
(a) Undang-Undang Dasar 1945. 
(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
(c) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
(d) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
(e) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia. 
(f) Dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. 
 (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer, meliputi: 
(a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. 
(b) Hasil penelitian dari para sarjana. 
(c) Literatur dan hasil penelitian. 
(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media 
internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001 : 113). 
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6. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting 
dalam penulisan. Karena dengan adanya data dapat menunjang penulisan sebagai bahan 
dalam penulisan itu sendiri. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
a) Wawancara 
Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang 
diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (interview). 
Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik 
lisan maupun tertulis sambil tatap muka secara langsung dengan Kepala Seksi Tindak 
Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Boyolali mengenai hal yang Penulis 
teliti. 
b) Studi Kepustakaan 
Dalam studi kepustakaan ini Penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu 
dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, 
internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat 
hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, 
kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 
kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J.Moleong, 2002 : 103). Dalam penelitian 
ini, Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif yaitu 
komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, 
kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila 
kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali 
mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2002 : 8).  
Model analisis interaktif maksudnya Peneliti tetap bergerak di antara tiga 
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komponen analisis dengan proses pemgumpulan data selama kegiatan pengumpulan data 
berlangsung. Tiga tahap tersebut adalah: 
a) Reduksi Data 
Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul pada 
catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah 
penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun. 
b) Penyajian Data 
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
c) Menarik Kesimpulan  
Dari permulaan data, seorang Penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-
benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur 
sebab akibat dan proposi. Kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka 
dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat 
menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga 
diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 
pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran Penganalisis selama ia menulis, 
atau mungkin dengan seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali (HB. 
Sutopo, 2002 : 97). 
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Gambar 1. Analisis Data 
Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan data Peneliti 
selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan sajian data harus disusun pada 
waktu Peneliti sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam 
penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, Peneliti mulai melakukan 
usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang 
terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang 
mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajiannya, maka Peneliti 
dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk 
mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data ( HB. 
Sutopo, 2002 : 95 - 96 ). 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang 
sesuai dengan aturan yang baru dalam penulisan hukum, maka Penulis menyiapkan suatu 
sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) 
bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan 
pemahaman tergadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut 
adalah sebagai berikut :  
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini Penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan hukum. 
 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini Penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori tentang 
tinjauan tentang pelaksaan asas koordinasi horizontal, tinjauan tentang 
Kepolisian , tinjauan tentang Kejaksaan, tinjauan tentang penyidik, tinjauan 
  21 
 
 
tentang tindak pidana pembunuhan berencana, serta menguraikan mengenai 
kerangka pemikiran. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan 
mengenai pelaksanaan asas koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort 
Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana 
percobaan pembunuhan berencana (Studi kasus No. Reg. Perkara : PDM – 100 
/ BYL / Ep. 1 / 09 / 2005), dan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi 
dalam pelaksanaan asas koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort 
Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana 
pembunuhan berencana (Studi kasus No. Reg. Perkara : PDM – 100 / BYL / 
Ep. 1 / 09 / 2005). 
BAB IV :  PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang diperoleh 
selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan bagi para pihak yang 
terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju 















A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Asas Koordinasi Horizontal 
Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 
perihal atau perbuatan atau usaha atau melaksanakan rancangan (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 1999 : 553). Dalam KUHAP mengenal asas saling koordinasi, yang artinya 
dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum yang satu dengan aparat penegak 
hukum yang lainnya harus saling berhubungan, bekerja sama, dan saling melengkapi 
dalam menangani tindak pidana. Pelaksanaan asas saling koordinasi tersebut dapat 
dilakukan dengan cara pelaksanaan asas koordinasi secara vertikal dan pelaksanaan asas 
koordinasi secara horizontal, yang akan saya jelaskan di sini adalah pelaksanaan asas 
koordinasi horizontal, yaitu antara Kepolisian dengan Kejaksaan. 
Dengan adanya asas koordinasi horizontal antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam 
menangani setiap tindak pidana, termasuk juga tindak pidana percobaan pembunuhan 
berencana, diharapkan supaya terjadi kerja sama dan hubungan yang berkesinambungan 
antara Kepiolisian dengan Kejaksaan. Selain itu dengan adanya asas koordinasi 
horizontal antara Kepolisian dan Kejaksaan tersebut, juga diharapkan dapat membuat 
Kepolisian dan Kejaksaan semakin kompak dan semakin solid serta lebih efektif dan 
efisien dalam menangani dan mengusut secara tuntas tindak pidana yang telah terjadi. 
Pelaksaan asas koordinasi horizontal antara Kepolisian dengan Kejaksaan tersebut 
terjadi pada tahap: 
a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 
   Pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah pemberitahuan dari 
penyidik kepada penuntut umum, bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan 
atas suatu tindak pidana tertentu. Pasal 109 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa 
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dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang 
merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. 
Dengan demikian bahwa penyidikan itu dilakukan oleh penyidik setelah suatu 
peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana ternyata memang benar-benar 
merupakan suatu tindak pidana (setelah melalui proses penyelidikan) dan 
pemberitahuan dilaksanakan setelah penyidikan dimulai. 
  Penuntut umum dalam rangka mempersiapkan penuntutan, harus sejak 
dini telah mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara. Karena hasil penyidikan 
itu akan menjadi dasar penuntutan, maka sejak awal penuntut umum melalui 
pelaksanaan konsultasi penyidik dan penuntut umum, memberikan petunjuk-petunjuk 
yang mengarahkan pelaksanaan penyidikan itu kepada usaha pengungkapan data dan 
fakta yang diperlukan bagi penuntutan perkara perkara tersebut. konsultasi tersebut 
dilakukan dalam sebuah forum antara penyidik dan penuntut umum. Dalam forum 
tersebut penyidik mengemukakan hasil-hasil yang telah dicapainya dalam penyidikan 
suatu perkara. Kemudian hasil penyidikan tersebut dibahas bersama antara penyidik 
dengan penuntut umum. Dalam pembahasan tersebut dilakukan analisis dari segi 
teknis keresersean dan teknis yuridis atau hukum pembuktian. Pada saat itu 
sebenarnya sudah dapat diketahui apakah hasil penyidikan perkara tersebut sudah 
lengkap atau belum lengkap. 
  Apabila dari pertemuan antara penyidik dan penuntut umum itu ternyata 
hasil penyidikan sudah lengkap, maka penyidik segera memberkaskan hasil 
penyidikannya dan kemudian menyerahkannya kepada penuntut umum. Sebaliknya 
bila ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum memberikan 
petunjuk-petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan tersebut, dan setelah penyidik 
melengkapi hasil penyidikannya barulah berkas perkara diserahkan kepada penuntut 
umum. 
  Tentang cara penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh 
penyidik kepada penuntut umum, dalam Rakergab Makehjapol I Tahun 1984 telah 
disepakati bersama antara penyidik dan penuntut umum bahwa pemberitahuan 
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dimulainya penyidikan itu dilakukan secara tertulis. Untuk daerah yang mengalami 
kesulitan transportasi, pemberitahuan dapat dilakukan melalui produk elektronik 
(telepon, SSB, telegram dan sebagainya), dengan ketentuan pemberitahuan secara 
tertulis tatap harus disusulkan kemudian. 
  Dalam praktek pemberitahuan dimulainya penyidikan yang 
diformulasikan dalam bentuk Serse A-3 meliputi: 
1) Pemberitahuan dimulainya penyidikan suatu tindak pidana yang dilengkapi dengan 
kualifikasi tindak pidana, pasal-pasal pidana yang dipersangkakan dilengkapi 
dengan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
2) Dasar penyidikan yang berupa: 
  a) Laporan Polisi. 
  b) Surat Perintah Penangkapan dan/atau Penahanan. 
  c) Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tindakan yang telah dilakukan  
oleh penyidik, contohnya surat perintah dan berita acara penggeledahan atau 
penyitaan. 
 3) Pemberitahuan dimulainya penyidikan ditandatangani oleh penyidik dan 
dikukuhkan dengan cap jabatan. 
 4) Pada umumnya dalam pemberitahuan dimulainya penyidikan dilampirkan pula 
berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang telah dilaksanakan oleh 
penyidik. 
    Dengan bentuk dan cara pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut, 
penuntut umum sejak menerima pemberitahuan itu telah memperoleh gambaran 
tentang tindak pidana apa yang sedang disidik oleh penyidik. Terkadang penyidik 
telah berkonsultasi dengan penuntut umum pada tahap pelaksanaan penyelidikan 
(sebelum penyampaian dimulainya penyidikan). Maksudnya guna meminta saran 
dan penuntut umum sehubungan dengan dilakukannya penyidikan. Biasanya hal ini 
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terjadi dalam rangka penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang dipandang 
sulit pembuktiannya. Praktek demikian akan membawa manfaat dalam penanganan 
perkara tersebut. Dengan diajaknya penuntut umum memikirkan taktik dan strategi 
penyidikan yang akan dilakukan tersebut, maka penuntut umum telah turut 
berpartisipasi secara tidak langsung dalam penyidikan perkara yang bersangkutan. 
Dengan demikian penuntut umum sejak dini telah memperoleh gambaran tentang 
perkara yang akan diterimanya. Disamping itu sejak dini pula penuntut umum telah 
mengarahkan penyidikan itu guna meletakkan dasar-dasar penuntutan yang akan 
dilaksanakannya nanti setelah berkas perkara diterimanya dari penyidik. 
Komunikasi, konsultasi, dan koordinasi pada tahap ini masih bersifat informil, 
karena penyidikan belum dimulai dan pemberitahuan penyidikan pun belum 
diterima oleh penuntut umum. Jadi secar yuridis formal belum terjalin hubungan 
kerjasama antara penyidik dan penuntut umum. 
b. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum 
    Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas 
perintah atau pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP), dapat 
melakukan penahanan (Pasal 20 KUHAP). Penahanan yang dilaksanakan untuk 
kepentingan penyidikan, menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, hanya 
berlaku paling lama untuk 20 hari. Apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh 
penyidik tidak dapat diselesaikan selama masa penahanan tersebut, dan masih 
diperlukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara yang bersangkutan, 
maka penahanan itu dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama untuk 40 
hari (Pasal 21 ayat (2) KUHAP). 
    Untuk melaksanakan penyidikan suatu perkara, sejak dari dimulainya 
penyidikan sampai hasil penyidikan itu dinyatakan lengkap atau penyidikan 
dianggap selesai dan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti, 
tentunya memerluan cukup waktu. Dalam praktek, hampir semua penyidikan 
perkara memerlukan perpanjangan penahanan dari penuntut umum. Hal tersebut 
adalah wajar, karena menurut perhitungan di atas kertas, waktu 20 hari untuk 
menyidik suatu perkara adalah tidak cukup. 
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    Maka dari itu, hampir setiap penahanan tersangka dalam penyidikan suatu 
perkara, dimintakan perpanjangan penahanannya kepada penuntut umum. Sehingga 
jarang terjadi penolakan oleh penuntut umum atas permintaan perpanjangan 
penahanan yang diajukan oleh penyidik. Bahkan dalam Instruksi Jaksa Agung RI 
Nomor: INS-006/J.A/7/1986, dinyatakan: "sepatutnya permintaan perpanjangan 
penahanan tersebut tidak ditolak karena tanggung jawab yuridis ada pada 
penyidik". 
    Mengenai tanggung jawab yuridis atas penahanan yang telah diperpanjang 
tersebut, sesuai dengan sistem pengaturan KUHAP, yang membebankan tanggung 
jawab yuridis penahanan pada pejabat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan. Penahanan dalam tingkat penyidikan akan habis nasa berlakunya, 
sejak diserahkannya tanggung jawab penahanan kepada penuntut umum. 
Penyerahan tanggung jawab kepada penuntut umum dilaksanakan secara fisik yaitu 
dengan penyerahan atas tersangka dan barang bukti setelah penyidikan selesai atau 
dianggap telah selesai. 
c. Petunjuk Penuntut Umum Dan Pemeriksaan Tambahan 
     Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada 
penuntut umum. Hasil penyidikan yang diserahkan merupakan penyerahan tahap 
pertama (Pasal 8 ayat (3) KUHAP. Setelah berkas perkara diterima, penuntut umum 
mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut. Penelitian tersebut dilaksanakan 
guna menentukan apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum 
lengkap. Dalam batas waktu tujuh hari penuntut umum harus sudah 
memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penelitiannya itu. 
    Dalam hal hasil penyidikan sudah lengkap, penuntut umum di samping 
memberitahukan hal itu, penuntut umum juga agar penyidik segera menyertahkan 
tersangka dan barang bukti dalam perkara tersebut. Sebaliknya, apabila ternyata 
hasil penyidikan itu belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas 
perkara disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan tersebut dalam 
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batas waktu empat belas hari. 
    Dalam petunjuk penuntut umum tersebut, diuraikan hal-hal yang harus 
dilakukan oleh penyidik. Contohnya harus dilakukan pemeriksaan tambahan 
terhadap saksi maupun ahli. Dalam petunjuk tersebut harus diperinci tentang materi 
dan arah atau tujuan pemeriksaan tersebut. Atau dapat pula petunjuk tersebut 
berupa penerapan pasal-pasal pidana tertentu, yang sifatnya menambah, merubah 
atau menyempurnakan pasal-pasal pidana yang telah dipersangkakan oleh penyidik 
sebelumnya. 
d. Penghentian Penyidikan 
    Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (1 angka 2 KUHAP), 
di mana dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena 
tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak 
pidana atau penyidikan dihentikan dihentikan demi hukum, maka penyidik 
memberitahukan kepada hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya. 
    Mengenai tata cara penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2 dan 3 
KUHAP) hanya ditentukan “penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada 
penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penyidikan dihentikan oleh 
penyidik PNS, pemberitahuan mengenai hal tersebut disampaikan kepada penyidik 
dan penuntut umum. Tata cara penghentian penuntutan tersebut antara lain: 
1) Penghentian penyidikan dilakukan secara tertulis, dalam bentuk Surat 
Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dilampiri dengan resume atau lapju. 
2) Pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum, 
tersangka atau keluarganya. 
e. Pelimpahan Perkara Ke Pengadilan 
    Sama halnya dengan penanganan perkara pada tahap prapenuntutan dan 
penuntutan, maka dalam pelimpahan perkara ke pengadilan negeri pun juga 
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terdapat koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Hubungan koordinasi 
tersebut dapat dilihat pada: 
 Tembusan pelimpahan perkara kepada penyidik 
   Ketentuan tentang penyampaian tembusan pelimpahan perkara kepada 
penyidik ditetapkan dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan: “turunan 
surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau 
kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan 
dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri”. 
   Dengan penyampaian tembusan pelimpahan perkara kepada penyidik, 
maka dapat dilihat adanya hubungan kerja sama yang koordinatif dan secara 
horizontal adanya prinsip saling kontrol atau saling mengawasi antara penuntut 
umum dan penyidik. Dengan diterimanya tembusan tersebut, penyidikan 
mengetahui bagaimana dan sejauh mana tindak lanjut penanganan perkara hasil 
penyidikannya. 
   Dalam praktek, bersamaan dengan penyampaian tembusan surat 
pelimpahan perkara tersebut, disampaikan pula Permintaan Bantuan Memanggil 
Saksi atau Terdakwa dan Permintaan Bantuan Pengawalan Tahanan atau 
Persidangan. Dasar hukum pemanggilan terdakwa atau saksi tersebut adalah Pasal 
146 KUHAP. Sedangkan dasar hukum kerja sama antara penyidik dan penuntut 
umum dalam pemanggilan terdakwa atau saksi-saksi dan pengawalan tahanan dan 
persidangan tersebut, adalah Instruksi Bersama Jaksa Agung RI dan Kapolri 
Nomor: INSTR-006/J.A/10/1981 Nopol: INS/17/X/1981 tanggal 6 Oktober 1981 
tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidangan Perkara-
Perkara Pidana. 
  Maksud dikeluarkannya instruksi bersama tersebut adalah dalam rangka 
menyongsong pelaksaan KUHAP. Hal tersebut jelas terlihat pada pertimbangan 
instruksi bersama tersebut yang menyatakan sebagai berikut: 
1) Bahwa sangat diperlukan peningkatan kerja sama fungsional dan instansional 
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yang sebaik-baiknya antara Kejaksaan RI dan Kepolisian RI yang didasarkan 
pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan peradilan 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 
2) Bahwa hukum acara pidana yang berlaku merupakan sumber dan landasan 
hukum yang mengatur kerja sama fungsional dan instansional untuk aparat 
penegak hukum di dalam proses peradilan. 
f. Pelaksanaan Penetapan Putusan Hakim Dan Putusan Pengadilan 
  Koordinasi atau kerja sama antara Kejaksaan (penuntut umum) atau 
Kepolisian (penyidik) dalam tahap pemeriksaan sidang atau dalam tahap 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa kedua instansi penegak hukum tersebut, sejak awal 
penanganan suatu perkara sampai ke tahap terakhir tetap memerlukan koordinasi 
atau kerja sama yang bersifat instansional. 
  Bentuk-bentuk koordinasi atau kerja sama dalam hubungannya dengan 
pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan tersebut yaitu: 
1) Koordinasi atau kerja sama dalam pelaksaan penetapan hakim 
 Penetapan hakim yang dimaksudkan adalah penetapan hakim yang 
dikeluarkan pada tahap pemeriksaan sidang. Penetapan tersebut dikeluarkan 
dengan maksud untuk kelancaran pemeriksaan suatu perkara di persidangan. 
Penetapan-penetapan dimaksud antara lain adalah sebagai berikut: 
a) Penetapan untuk menghadirkan terdakwa secara paksa. 
b) Penetapan untuk menangkap dan/atau menahan terdakwa. 
c) Penetapan untuk melakukan penyitaan barang bukti. 
d) Dalam hal seorang saksi disangka telah memberikan keterangan palsu di 
persidangan, hakim dapat memerintahkan agar saksi tersebut ditahan dan 
selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Yang berwenang untuk 
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melakukan penyidikan perkara demikaian adalah penyidik Polri. Untuk 
kepentingan penuntutan perkara sumpah palsu tersebut, penuntut umum 
meminta bantuan penyidik untuk menyidik perkara yang dimaksud. 
e) Dalam acara pemeriksaan singkat, dalam hal hakim memandang perlu untuk 
melakukan pemeriksaan tambahan pemeriksaan tersebut meliputi 
pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi-saksi atau ahli yang dipandang perlu. 
Karena pemeriksaan tersebut merupakan tindakan penyidikan, maka untuk 
keperluan tersebut, penuntut umum meminta bantuan penyidik. 
2) Pelaksaan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
 Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan, sedang terdakwa 
tidak ditahan dan dalam putusan tidak dicantumkan supaya terdakwa ditahan, 
atau dalam hal dijatuhkan putusan dalam acara optegenspraak (terdakwa 
dianggap hadir), maka putusan demikian harus dilaksanakan oleh jaksa. Untuk 
pelaksaan tersebut diperlukan kehadiran terdakwa. Apabila terdakwa tersebut 
telah berulang kali dipanggil secara sah, tetapi tidak juga hadir untuk menjalani 
pidananya, maka diperlukan tindakan menghadirkan terdakwa secara paksa atau 
terhadap terdakwa dilakukan penangkapan. Untuk keperluan mengeksekusi 
putusan demikian, penuntut umum memerlukan bantuan Kepolisian untuk 
menghadirkan atau menangkap terdakwa.        
2.  Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian 
a. Pengertian Kepolisian 
Kekuasaan Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian Kepolisian menurut 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 yaitu Kepolisian adalah segala hal-
ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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b. Tugas dan Wewenang Kepolisian 
1)  Tugas Kepolisian (Pasal 13 dan Pasal 14) 
   Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 
a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
b) Menegakkan hukum. 
c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada       
masyarakat.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 
1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 
dan kelancaran lalu lintas di jalan. 
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan peraturan perundang-undangan. 
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa. 
7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian. 
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia. 
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10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 
11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 
dalam lingkup tugas kepolisian. 
12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
b.  Wewenang Kepolisian (Pasal 15 dan Pasal 16) 
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : 
1)   Menerima laporan dan/atau pengaduan. 
2)   Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
mengganggu ketertiban umum. 
3)   Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 
4)  Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa. 
5)  Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administratif kepolisian. 
6)   Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 
dalam rangka pencegahan. 
7)   Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 
8)   Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 
9)   Mencari keterangan dan barang bukti. 
10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 
11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 
rangka pelayanan masyarakat. 
12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 
13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya berwenang : 
1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 
masyarakat lainnya. 
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2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 
3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. 
4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. 
5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak,  
dan senjata tajam. 
6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 
usaha di bidang jasa pengamanan. 
7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. 
8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 
memberantas kejahatan internasional. 
9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. 
10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 
internasional. 
11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 
kepolisian. 
c. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan 
1. Pengertian Kejaksaan 
Kekuasaan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pengertian Kejaksaan menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia 
yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang  penuntutan  serta kewenangan lain 
berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. 
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 
Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai 
berikut :  
a.   Melakukan penuntutan.  
  34 
 
 
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.  
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang.  
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
Di bidang perdata dan tata usaaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus 
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 
negara atau pemerintah. 
Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan : 
a.  Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 
c. Pengawasan peredaran barang cetakan. 
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 
negara. 
e.  Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 
f.   Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 
3. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum 
Menurut Pasal 1 butir (6) KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi 
wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta 
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini 
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 
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4. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum 
Di dalam Pasal 14 KUHAP disebutkan bahwa tugas dan wewenang Penuntut 
Umum adalah : 
a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan. 
b) Mengadakan prapenuntutan. 
c) Memberikan perpanjangan penahanan. 
d) Membuat Surat Dakwaan. 
e) Melimpahkan berkas ke pengadilan. 
f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang waktu sidang dengan 
surat panggilan kepada saksi dan terdakwa. 
g) Melakukan penuntutan. 
h) Menutup perkara demi kepentingan hukum. 
i) Melaksanakan penetapan hakim. 
j) Tindakan lain menurut hukum. 
 
  d. Tinjauan Umum Tentang Penyidik 
1. Pengertian penyidik 
   Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah 
pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
2. Wewenang penyidik yaitu: 
a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana. 
b) Melakukan tindakan pertama di TKP. 
c) Memeriksa seseorang yang dicurigai. 
d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 
e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
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f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 
g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 
h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara. 
i) Mengadakan penghentian penyidikan. 
j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
e. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
  Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan 
"strafbaarfeit"atau disebut juga sebagai "delik". Beberapa istilah lain juga dipakai 
oleh para ahli, antara lain dengan menyebut perbuatan pidana, peristiwa pidana 
maupun menggunakan istilah sifat melawan hukum daripada perbuatan pidana. 
Dalam Pasal 11 ayat (1) RUU KUHAP tahun 2005 disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Berbagai macam pendapat 
yang dikemukakan para sarjana tentang pengertian tidak pidana, diantaranya : 
a. Menurut Pompe, perkataan strafbaarfeit dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma yaitu gangguan terhadap tertib hukum yang dengan 
sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di 
mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (P.A.F 
Lamintang, 1996 : 182). 
b. Menurut Wiryono Prodjodikuro, tindak pidana merupakan pelanggran norma-
norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum 
ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk 
undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana (Wiryono, 2002 : 01). 
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c. Menurut Adam Chazawi, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut (Adam Chazawi, 
2002 : 71). 
Unsur-unsur tindak pidana adalah : 
 1) Unsur subjektif, yaitu : 
a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
b) Niat atau maksud (sesuai Pasal 53 ayat (1) KUHP). 
2) Unsur objektif, yaitu : 
a) Sifat melawan hukum. 
b) Kualitas dari si pelaku. 
c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab   
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
 2. Pengertian Percobaan 
  Dari segi tata bahasa, istilah percobaan adalah hendak berbuat atau 
melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Dari pengertian tersebut terdapat dua arti 
percobaan. Pertama, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, 
adalah orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai tujuan) yang mana 
perbuatan itu tidak menjadi selesai. Kedua, tentang apa yang dimaksud dengan 
melakukan sesuatu dalam keadaan diuji, adalah pengertian yang lebih spesifik, 
adalah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk 
menguji suatu kajian tertentu di bidang ilmu pengetahuan tertentu. 
  Dalam undang-undang tidak dijumpai definisi atau pengertian tentang apa 
yang dimaksud dengan percobaan (poging). Percobaan diatur dalam pasal 53 ayat 
(1) KUHP. Pasal 53 ayat (1) tidaklah merumuskan perihal mengenai percobaan, 
melainkan merumuskan tentang syarat-syarat (3 syarat) untuk dapat dipidananya 
orang-orang bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan. Syarat-syarat 
tersebut antara lain: 
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a. Adanya niat. 
b. Adanya permulaan pelaksanaan. 
c. Pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri. 
3. Pengertian Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, 
atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, 
dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari 
penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe 
pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal 
ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut : 
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan 
berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. 
 
Rumusan  pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak 
pada unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain. 
b. Unsur obyektif : 
1) Unsur dengan sengaja. 
2) Unsur dengan rencana terlebih dahulu. 
Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam 
arti luas, yang meliputi : 
a. Kesengajaan sebagai tujuan. 
b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan. 
c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis. 
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   2. Kerangka Pemikiran  





   
 
 











Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
 
Perkara Tindak Pidana Percobaan 
Pembunuhan Berencana  













Sebagai Penuntut Umum 
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 Dalam menangani perkara percobaan pembunuhan berencana yang termasuk dalam 
lingkup tindak pidana umum, proses penanganan perkara KUHAP dalam hal penyidikan 
memberikan kewenangan pada Kepolisian. Sedangkan Kejaksaan berwenang dalam hal 
penuntutan. Antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani perkara percobaan 
pembunuhan berencana tersebut harus berdasarkan pada asas koordinasi horizontal, mulai 
Penyidik Kepolisian dalam membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 
untuk Penuntut Umum yang dipegang oleh Kejaksaan sebagai pengawas yang mengikuti 
perkembangan penyidikan, sampai pada tahap penyerahan berkas tindak pidana percobaan 
pembunuhan berencana tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum. 
 Pada tahap pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk 
Penuntut Umum sampai pada tahap penyerahan berkas perkara percobaan pembunuhan 
berencana tersebut kepada Penuntut Umum, dimungkinkan adanya hambatan-hambatan atau 
kendala-kendala yang terjadi. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya berkas perkara dari 
Penyidik Kepolisian yang diserahkan kepada Penuntut Umum belum lengkap atau dalam 
bahasa Kejaksaan dikenal dengan istilah P-18. Sehingga membuat proses penyelesaian 
perkara percobaan pembunuhan berencana tersebut menjadi lama. Untuk memberikan solusi 
terhadap berkas perkara dari Penyidik Kepolisian yang belum lengkap tersebut, maka 
Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik Kepolisian untuk melengkapi 
berkas perkara yang belum lengkap tersebut. Dalam bahasa Kejaksaan Dikenal dengan 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Pelaksanaan Asas Koordinasi Horizontal Antara Kepolisian Resort Boyolali Dengan 
Kejaksaan Negeri Boyolali Dalam Menangani Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan 
Berencana (Studi Kasus No. Reg. Perkara: PDM - 100 / BYL / Ep.1 / 09 / 2005) 
 1. Hasil Penelitian 
 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat dikemukakan hasil 
penelitian sebagai berikut: 
a. Kasus Posisi 
   Pada hari Selasa, 16 Agustus 2005 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di 
Perumahan Bumi Singkil Indah, Boyolali, terdakwa ADI IRAWAN, umur 17 tahun, 
agama Islam, pekerjaan swasta atau buruh, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan 
Indonesia, alamat Dk. Tulusari RT 11/RW II Kelurahan Karangweru, Kecamatan 
Plupuh, Kabupaten Sragen, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban yang bernama SUBANDI BOWO 
RAHARJO, S.H., niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan 
tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya 
sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
1)  Pada awalnya antara terdakwa dengan korban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., 
sudah saling kenal yaitu berawal ketika terdakwa menunggu kendaraan umum di tepi 
jalan depan terminal Bangak, hendak bepergian ke Kartosuro secara kebetulan 
bertemu Korban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., yang akan pergi ke Solo yang 
saat itu mengendarai mobil Kijang lalu menawarkan tumpangan kepada terdakwa 
dan memberi nomor HP kepada terdakwa serta Korban SUBANDI BOWO 
RAHARJO, S.H., mengatakan kepada terdakwa kapan-kapan akan memberi 
pekerjaan kepada terdakwa, sehingga terdakwa sering menelepon korban SUBANDI 
BOWO RAHARJO,S.H. 
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2) Pada pertengahan bulan Juli 2005 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ditemui oleh 
seorang laki-laki yang tidak dikenal disebuah gang sebelah timur swalayan Laris 
Kartosuro, pada pertemuan tersebut terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bila terdakwa bersedia membunuh korban 
SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., karena Korban SUBANDI BOWO 
RAHARJO, S.H. merupakan saingannya. Kemudian pada akhir bulan Juli 2005 
sekitar pukul 19.30 WIB di terminal Tirtonadi, Solo, terdakwa ditemui lagi oleh 
seorang laki-laki yang sama dan akan menambah uang Rp 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah) lagi. Jadi jumlah uang yang dijanjikan menjadi Rp. 15.000.000,00 (lima belas 
juta rupiah) bila terdakwa benar-benar berhasil membunuh korban SUBANDI 
BOWO RAHARJO, S.H. 
3) Karena terdakwa ingin mendapatkan uang tersebut, kemudian pada hari Selasa 
tanggal 16 Agustus 2005 sekitar pukul 08.00 WIB, penawaran dan janji dari 
seseorang yang tidak dikenal kemudian disanggupi oleh terdakwa untuk membunuh 
korban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H. sewaktu terdakwa bekerja di pabrik 
krupuk tempatnya saksi Sucipto desa Bangak Ringin, Banyudono Boyolali, sekitar 
pukul 17.00 WIB terdakwa mempersiapkan diri untuk melaksanakan niatnya akan 
membunuh korban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., dengan cara terdakwa 
mengambil sebuah sabit milik saksi Sucipto yang berada di lokasi pabrik krupuk 
yang kemudian dimasukkan ke dalam tas. Lalu terdakwa membawa tas yang di 
dalamnya telah dipersiapkan sebilah sabit dan menuju terminal Sunggingan dengan 
mengendarai kendaraan umum. Kemudian terdakwa menelepon korban SUBANDI 
BOWO RAHARJO, S.H., setelah diterima korban SUBANDI BOWO RAHARJO, 
S.H., terdakwa mengatakan kalau ingin bertemu dengan korban SUBANDI BOWO 
RAHARJO, S.H., dan terdakwa menunggu di terminal Sunggingan. 
4) Selanjutnya korban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., menemui terdakwa di 
terminal Sunggingan dengan mengendarai mobil Kijang dan korban SUBANDI 
BOWO RAHARJO, S.H., mengajak terdakwa untuk naik ke mobil menuju rumah 
koban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., di Perumahan Bumi Indah Singkil, 
Boyolali. 
5) Setelah sampai di dalam rumah, korban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., 
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menutup pintu dengan posisi korban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., sedang 
berdiri membelakangi terdakwa, kemudian dengan cepat terdakwa mengambil 
mengambil sabit dari dalam tas denagn tangan kanannya langsung dibacokkan ke 
kepala korban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., dari belakang hingga mengenai 
kepala bagian belakang, pundak serta jari-jari tangan kanan dan kiri, oleh karena 
korban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., berusaha menangkis dan berteriak 
kemudian terdakwa mencekik dan mengikat mata korban SUBANDI BOWO 
RAHARJO, S.H., dengan slayer, kemudian korban SUBANDI BOWO RAHARJO, 
S.H., berteriak lagi. 
6) Sebelum terdakwa berhasil membunuh korban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., 
sudah banyak berdatangan warga karena mendengar teriakan korban SUBANDI 
BOWO RAHARJO, S.H., hingga terdakwa ketakutan dan kemudian lari keluar 
rumah dengan cara meloncat dari dinding sebelah timur rumah yang akhirnya 
terdakwa berhasil ditangkap warga dan selang beberapa saat petugas Kepolisian 
datang. 
7) Karena perbuatan terdakwa tersebut, korban SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., 
menderita luka gegar otak, luka-luka terbuka banyak tampak (jari-jari tangan kanan 
dan kiri), pundak kiri, kepala bagian belakang dan tulang belakang, yang diakibatkan 
karena benturan benda keras atau benda tajam. 
b. Penyidikan Terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh 
Kepolisian Resort Boyolali 
1)  Tindakan Penangkapan 
   Tindakan penangkapan terhadap tersangka ADI IRAWAN dilakukan pada tanggal 
16 Agustus 2005 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi: Sprin. Kap / 13 / 
VIII / 2005 / Reskrim. 
2)  Penahanan 
   Penahanan terhadap tersangka ADI IRAWAN dilakukan pada tanggal 
17 Agustus 2005 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi: Sprin.Han / 09 / 
VIII / 2005 / Serse. 
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3)  Penyitaan 
   Tindakan penyitaan barang bukti tindak pidana percobaan pembunuhan berencana 
yang dilakukan oleh tersangka ADI IRAWAN dilakukan pada tanggal 16 Agustus 
2005 dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Polisi: Sprin. Sita / 12 / VIII / 2005 / 
Reskrim. Yang bertugas melakukan penyitaan barang bukti tersebut adalah: 
a) Nama  : ASNANTO 
Pangkat / Nrp : IPTU / 66090008 
Jabatan  : Penyidik / KANIT RESKRIM 
b) Nama  : AGUS MARJOKO 
Pangkat / Nrp : AIPDA / 65080148 
Jabatan  : Penyidik Pembantu / Anggota 
c) Nama  : SUMINTO 
Pangkat / Nrp : BRIPTU / 61030712 
Jabatan  : Penyidik Pembantu / Anggota 
 Penyitaan barang bukti tersebut berupa: 
a) 1 (satu) bilah sabit atau clurit besar atau bendo (dalam bahasa Jawa). 
b) 1 (satu) bilah sabit atau clurit biasa atau arit babat (dalam bahasa Jawa). 
c) 1 (satu) buah tas gendong dari kain warna merah hitam. 
d) 1 (satu) pasang sandal jepit Swalo warna hijau terdapat bercak darah. 
e) 1 (satu) pasang sepatu pantopel kulit hitam ukuran 39. 
f) 1 (satu) potong sapu tangan atau slayer warna merah kembang-kembang hitam. 
g) 1 (satu) buah Hand Phone merk Siemens jenis C55 chasing warna biru. 
c. Berita Acara Penyidikan Yang Disusun Oleh Polisi 
  Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Berita Acara 
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi adalah sebagai berikut : 
1) Pemeriksaan Saksi-Saksi : 
a) TUGIRIN, umur 54 tahun, agama Islam, laki-laki, kewarganegaarn Indonesia, 
pekerjaan POLRI, alamat Sidosari RT 01 / RW 05 Karanggeneng, Boyolali. 




(1) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 
sekitar jam 19.30 WIB di rumah Bapak Subandi di Perumahan Singkil 
Indah, Karanggeneng, Boyolali. 
(2) Bahwa dirinya adalah penjaga malam rumah korban, lalu pada saat 
kejadian, dirinya tidak ada di rumah sedang bepergian. Sepulangnya dari 
bepergian mendapat kabar dari tetangganya jika Pak Bandi dibacok orang, 
lalu saksi datang ke rumah Pak Bandi ternyata sudah ramai orang, dan 
mendapat keterangan jika Pak Bandi sudah dibawa ke rumah sakit 
Boyolali, akhirnya saksi menyusul dan ternyata benar. 
(3) Bahwa saksi menjaga rumah korban di Perumahan singkil Indah, 
Karanggeneng, Boyolali sudah sejak lima tahun yang lalu, namum korban 
hanya sekali-sekali mendatangi rumah yang dijaganya tersebut, biasanya 
seminggu sekali datang. 
(4) Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku, dan sebelum kejadian tersebut 
saksi menerangkan jika korban sudah terbiasa datang ke rumah yang 
dijaganya tersebut bersama dengan teman-temannya. 
  Berita Acara Pemeriksaan Saksi TUGIRIN dibuat pada tanggal 16 
Agustus 2005 pukul 23.00 WIB, oleh SUMINTO Pangkat Briptu Nrp. 61030712 
jabatan Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Sektor kota Boyolali, Polres 
Boyolali, dengan surat penunjukan sebagai Penyidik Pembantu di jajaran Polda 
Jateng pada tanggal 26 Februari 2001, dengan Skep No. Pol : SKEP/92/II/2001, 
tanggal 26 Februari 2001 tentang penunjukan Penyidik Pembantu. 
b) SULISTIYONO, umur 29 tahun, agama Islam, laki-laki, kewarganegaaraan 
Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Perumahan Singkil Indah, Karanggeneng, 
Boyolali. 
Menerangkan : 
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(1) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 
sekitar jam 19.30 WIB di rumah Bapak Subandi di Perumahan Singkil 
Indah, Karanggeneng, Boyolali. 
(2) Bahwa hingga dirinya dapat mengetahui kejadian tersebut berawal pada 
saat sedang mengadakan acara tirakatan HUT RI tiba-tiba mendengar 
teriakkan minta tolong, lalu saksi bersama beberapa warga lain 
mendatangi asal suara ternyata berasal dari rumah Sdr. Subandi, lalu 
awalnya saksi mengira jika di dalam ada orang kena setrum, lalu saksi 
untuk antisipasi memadamkan aliran listrik namun dari arah dalam masih 
tetap ada rintihan meskipun listrik padam, akhirnya listrik dinyalakan lagi 
lalu warga sepakat untuk membuka paksa melalui jendela, dan akhirnya 
benar warga berhasil membongkar jendela, lalu saksi melihat korban 
Subandi telah tergeletak berada di dalam kamar, maka warga 
menyimpulkan jika telah terjadi kekrasan terhadap korban, lalu warga 
berusaha untuk mencari pelaku dan sesaat kemudian warga berhasil 
menangkap pelaku, lalu karena terlalu emosi warga memukuli laki-laki 
yang tertangkap yang diduga sebagai pelaku. 
(3) Bahwa pada saat pertama kali datang di tempat kejadian, pintu rumah 
dalam keadaan tertutup, lampu menyala dan korban dalam keadaan 
merintih kesakitan. 
(4) Bahwa saksi kenal dengan korban baaru sekitar beberapa bulan yang lalu, 
namun tidak ada hubungan keluarga atau famili. 
  Berita Acara Pemeriksaan Saksi SULISTIYONO dibuat pada tanggal 16 
Agustus 2005 pukul 22.30 WIB, oleh AGUS MARDJOKO Pangkat AIPDA Nrp. 
65080148 Jabatan Penyidik Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Boyolali, 
dengan surat penunjukan sebagai penyidik pembantu di jajaran Polda Jateng dengan 
Nomor : SKEP/94/II/1997, tanggal 3 Februari 1997.  
c) MARKUS TRIWIYONO, S.T., umur 30 tahun, agama Kristen, laki-laki, 
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kewarganegaan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Perumahan singkil Indah, 
Karanggeneng, Boyolali. 
Menerangkan : 
(1) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 
sekitar jam 19.30 WIB di rumah Bapak Subandi di Perumahan Singkil 
Indah, Karanggeneng, Boyolali. 
(2) Bahwa hingga dirinya dapat mengetahui kejadian tersebut berawal pada 
saat sedang mengadakan acara tirakatan HUT RI tiba-tiba mendengar 
teriakkan minta tolong, lalu saksi bersama beberapa warga lain 
mendatangi asal suara ternyata berasal dari rumah Sdr. Subandi, lalu 
awalnya saksi mengira jika di dalam ada orang kena setrum, lalu saksi 
untuk antisipasi memadamkan aliran listrik namun dari arah dalam masih 
tetap ada rintihan meskipun listrik padam, akhirnya listrik dinyalakan lagi 
lalu warga sepakat untuk membuka paksa melalui jendela, dan akhirnya 
benar warga berhasil membongkar jendela, lalu saksi melihat korban 
Subandi telah tergeletak berada di dalam kamar, maka warga 
menyimpulkan jika telah terjadi kekrasan terhadap korban, lalu warga 
berusaha untuk mencari pelaku dan sesaat kemudian warga berhasil 
menangkap pelaku, lalu karena terlalu emosi warga memukuli laki-laki 
yang tertangkap yang diduga sebagai pelaku. 
(3) Bahwa pada saat pertama kali datang di tempat kejadian, pintu rumah 
dalam keadaan tertutup, lampu menyala dan korban dalam keadaan 
merintih kesakitan. 
(4) Bahwa saksi kenal dengan korban baaru sekitar beberapa bulan yang lalu, 
namun tidak ada hubungan keluarga atau famili. 
Berita Acara Pemeriksaan Saksi MARKUS TRIWIYONO, S.T., dibuat 
pada tanggal 16 Agustus 2005 pukul 22.30 WIB, oleh AGUS MADJOKO Pangkat 
AIPDA Nrp. 65080148 jabatan Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resort 
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Boyolali dengan surat penunjukan sebagai Penyidik Pembantu di jajaran Polda 
Jateng dengan Nomor : SKEP/94/II/1997. 
d) YULI MIKARSO, umur 38 tahun, agama Islam, laki-laki, kewarganegaraan 
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perumahan Singkil Indah, 
Karanggeneng, Boyolali. 
Menerangkan : 
(1) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 
sekitar jam 19.30 WIB di rumah Bapak Subandi di Perumahan Singkil 
Indah, Karanggeneng, Boyolali. 
(2) Bahwa hingga dirinya dapat mengetahui kejadian tersebut berawal pada 
saat sedang mengadakan acara tirakatan HUT RI tiba-tiba mendengar 
teriakkan minta tolong, lalu saksi bersama beberapa warga lain 
mendatangi asal suara ternyata berasal dari rumah Sdr. Subandi, lalu 
awalnya saksi mengira jika di dalam ada orang kena setrum, lalu saksi 
untuk antisipasi memadamkan aliran listrik namun dari arah dalam masih 
tetap ada rintihan meskipun listrik padam, akhirnya listrik dinyalakan lagi 
lalu warga sepakat untuk membuka paksa melalui jendela, dan akhirnya 
benar warga berhasil membongkar jendela, lalu saksi melihat korban 
Subandi telah tergeletak berada di dalam kamar, maka warga 
menyimpulkan jika telah terjadi kekrasan terhadap korban, lalu warga 
berusaha untuk mencari pelaku dan sesaat kemudian warga berhasil 
menangkap pelaku, lalu karena terlalu emosi warga memukuli laki-laki 
yang tertangkap yang diduga sebagai pelaku. 
(3) Bahwa pada saat pertama kali datang di tempat kejadian, pintu rumah 
dalam keadaan tertutup, lampu menyala dan korban dalam keadaan 
merintih kesakitan. 
(4) Bahwa saksi kenal dengan korban baru sekitar beberapa bulan yang lalu, 
namun tidak ada hubungan keluarga atau famili. 
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  Berita Acara Pemeriksaan Saksi YULI MIKARSO dibuat pada tanggal 22 
Agustus 2005 pukul 16.00 WIB, oleh AGUS MARDJOKO Pangkat AIPDA Nrp. 
65080148 Jabatan Penyidik Pembantu di jajaran Polda Jateng dengan Nomor : 
SKEP/94/II/1997,tanggal 3 Februari 1997. 
e) SUCIPTO, umur 40 tahun, agama Islam, laki-laki, kewarganegaraan 
Indonesia, alamat Bangak Ringin RT 11 / RW 03 Banyudono, Boyolali. 
Menerangkan : 
(1) Bahwa saksi hingga dapat mengetahui perihal kejadian yang telah 
dilakukan oleh karyawannya yang bernama panggilan ADI setelah 
mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian. 
(2) Bahwa benar telah mempunyai karyawan yang bernama panggilan ADI 
yang telah bekerja sejak sekitar enam bulan yang lalu di pabrik krupuk 
miliknya, namun saksi menerangkan jika tidak ada hubungan famili atau 
keluraga dengannya. 
(3) Bahwa dalam kejadian tersebut saksi tidak mengetahui nama korbannya, 
karena saksi saat pertama tahu jika mendapatkan kabar bahwa 
karyawannya yang bernama ADI dirawat di RSU Boyolali, dan saat itu 
kabar yang diterimanya mengatakan jika ADI habis membacok orang saat 
itu hari Selasa 16 Agustus 2005 sekitar pukul 19.30 WIB, di Perumahan 
Singkil Indah, Karanggeneng, Boyolali. 
(4) Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa adalah miliknya, karena 
saksi hafal dedngan arit tersebut, karena sudah terbiasa mempergunakan 
untuk bersih-bersih dan ada bagian arit yang goang (istilah Jawa) dan arit 
tersebut sebelumnya disimpan saksi di lokasi dalam pabrik krupuk 
miliknya dan hingga arit miliknya tersebut disita petugas Kepolisian saksi 
tidak tahu penyebabnya. 
  Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUCPTO dibuat pada tanggal 20 
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Agusutus 2005 pukul 13.00 WIB, oleh AGUS MARDJOKO Pangkat AIPDA Nrp. 
65080148 jabatan Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resort Boyolali, 
dengan surat penunjukan sebagai Penyidik Pembantu di jajaran Polda Jateng 
dengan : SKEP/94/II/1997, tanggal 3 Februari 1997. 
f)      SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., umur 43 tahun, agama Islam, laki-laki, 
kewarganegaraan, pekerjaan PNS, alamat Jalan Dr. Rajiman No. 668, Pajang, 
Laweyan, Surakarta. 
Menerangkan : 
(1)  Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 
sekitar jam 19.30 WIB di rumahnya Perumahan Singkil Indah, 
Karanggeneng, Boyolali. 
(2)  Bahwa saksi telah mengetahui orang yang menganiaya dirinya namun 
belum mengetahui namanya, adapun awal mula saksi dapat tahu pelaku 
karena sebelumnya pelaku pernah di kasih tumpangan saat pulang kantor 
menuju Solo dan di terminal Bangak Boyolali memberikan tumpangan 
kepada pelaku karena pada saat itu pelaku hendak pergi ke Kartosuro lalu 
pada kesempatan tersebut saksi memperkenalkan nama dirinya dan 
memberikan nomor HP miliknya kepada pelaku, karena pada saat itu 
saksi bermaksud untuk memberikan pekerjaan kepada pelaku. 
(3)  Bahwa setelah pertemuan pertama dengan pelaku, selanjutnya pelaku 
sering meneleponnya dan menanyakan tentang pekerjaan yang telah saya 
janjikan kepadanya, adapun maksud saya memberikan pekerjaan hanya 
suatu saat nanti saya punya kerjaan akan saya suruh bekerja, karena 
rencananya saya akan memperbaiki rumah, sehingga karena pelaku 
seringnya menelepon, maka kami juga sering berkomunikasi, meskipun 
saksi hingga saat ini belum tahu namanya. 
(4)  Bahwa secara singkat saksi menerangkan awal kejadian bermula dirinya 
mendapatkan telepon dari pelaku yang mengatakan jika ingin bertemu, 
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dan telah menunggu di terminal, maka pada saat itu tanpa ada rasa curiga 
saksi mencoba menemuinya dan pada saat bertemu pelaku juga 
menanyakan pekerjaan, selanjutnya oleh karena saksi juga bermaksud 
hendak memperbaiki rumah maka saat itu pelaku diajak saksi ke rumah 
untuk menengoknya, setibanya di rumah setelah saksi memarkir mobillalu 
sama-sama masuk ke rumah, dan kebetulan penjaga rumah saksi sudah 
pulang karena sudah malam. Saat itu hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 
sekitar pukul 19.30 WIB, setelah masuk ke rumah, pintu ditutup saksi, 
dan setelah tanpa sepengetahuan saksi dengan tiba-tiba pelaku membacok 
kepala saksi dari arah belakang dengan mempergunakan sabit atau arit 
berulang kali, dan saksi tidak dapat melawan hingga berupaya menangkis 
sabetan sabit atau arit pelaku yang bertubi-tubi, karena kewalahan saksi 
berteriak minta tolong dan pada saat itu pelaku mencoba mencekik agar 
saksi tidak dapat berteriak lalu ditutup matanya dengan slayer, namun 
saksi tetap berusaha menyelamatkan diri dengan cara berusaha masuk ke 
dalam kamar dan mengunci kamar dari dalam dengan maksud pelaku 
tidak dapat menganiaya lagi, akhirnya saksi tidak sadarkan diri. 
(5)  Bahwa akibat dari perbuatan pelaku saksi menderita luka pada bagian 
kepala dan jari tangannya akibat dibacok pelaku dengan sabit atau arit. 
(6)  Bahwa saksi belum tahu nama pelaku, namun sudah tahu orangnya 
dengan ciri-ciri seorang laki-laki berumur 17 tahun, kulit kuning langsat, 
rambut hitam lurus, badan sedang, tinggi badan sekitar 167 cm. 
(7)  Bahwa saksi dibacok oleh pelaku berulang kali hingga tidak teringat 
berapa kali, berakibat luka pada bagian kepala dan jari. 
(8)  Bahwa saksi selama kenal dengan pelaku belum pernah bermasalah 
dengan pelaku, namun saksi tidak tahu maksud pelaku hingga 
menganiaya dirinya. 
  Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUBANDI BOWO RAHARJO dibuat 
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pada tanggal 22 Agustus 2005 pukul 11.00 WIB, oleh AGUS MARDJOKO 
Pangkat AIPDA Nrp. 65080148 jabatan Penyidik Pembantu pada Kantor 
Kepolisian Resort Boyolali dengan surat penunjukan sebagai Penyidik Pembantu di 
jajaran Polda Jateng dengan Nomor : SKEP/94/II/1997, tanggal 3 Februari 1997. 
2) Pemeriksaan Tersangka : 
ADI IRAWAN alias EDY, umur 17 tahun, agama Islam, laki-laki, kewarganegaraan 
Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Tulusari RT 11 / RW II Karangweru, Plupuh, 
Sragen. 
Menerangkan : 
a)   Bahwa tersangka mengaku melakukan perbuatan penganiayaan tersebut secara 
sendirian, dengan mempergunakan alat sebuah sabit. 
b)   Bahwa korban atas perbuatan yang telah dilakukan adalah seorang laki-laki yang 
telah dikenalnya yang bernama panggilan BOWO, umur seitar 40 tahun, 
pekerjaan PNS Pemda Boyolali (pariwisata), alamat Perumahan Singkil Indah, 
Karanggeneng, Boyolali. 
c)   Bahwa perbuatan tersebut diakui tersangka jika telah dilakukan pada hari Selasa 
tanggla 16 Agustus 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah korban Perumahan 
Singkil Indah, Karanggeneng, Boyolali. 
d)   Bahwa tersangka dapat kenal dengan korban berawal saat dirinya (tersangka) 
hendak pergi ke Kartosuro dan saat menunggu kendaraan umum di Bangak 
dikasih tumpangan oleh korban yang secara kebetulan mau pulang ke Solo, lalu 
saat tersebut tersangka mengaku diberitahu namanya oleh korban bernama 
BOWO dan kerjanya di Pemda Dinas Pariwisata juga dijanjikan akan diberi 
pekerjaan lalu dikasih pula nomor HP milik korban. 
e)   Bahwa tersangka mengakuperbuatan yang dilakukannya tersebut dengan maksud 
dan tujuan untuk membunuh korban karena sebelum melakukan perbuatannya 
tersangka mengaku jika telah ditemui oleh seorang laki-laki yamg tidak mau 
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menyebutkan naman maupun alamatnya ang menyuruh untuk membunuh korban 
dan apabila berhasil akan diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah). 
f)   Bahwa tersangka mengaku jika oleh karena tergiur dengan janji hadiah uang 
yang hendak diberiakan oleh laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitas 
maupun alamatnya tersebut lalu tersangka berniat untuk melakukannya sehingga 
pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 tersangka menyusun rencana agar 
korban tidak curiga dengan apa yang hendak dilakukannya, maka tersangka 
sebelumnya telah mempersiapkan peralatan terlebih dahulu berupa sabit dan 
slayerlalu dikemas atau dimasukkan ke dalam tas, sabit diambil dari rumah 
majikannya (pabrik krupuk, milik majikannya SUCIPTO). Setelah tersangka 
siap menuju terminal Sunggingan dengan mengendarai kendaraan umum 
setibanya di terminal tersangka menghubungi HP korban dan mengatakan jika 
dirinya menunggu di terminal imgin bertemu, selang beberapa saat korban 
datang dengan mengendarai mobil, setelah bertemu tersangka mengobrol dan 
menanyakan pekerjaan yang dijanjikan, maka kemudian korban mengajak 
tersangka untuk ke rumahnya, dan pada kesempatan tersebut dipergunakan 
tersangka untuk melakukan niatnya, dengan cara tersangka membacokkan arit 
atau sabit yang telah dipersiapkan sebelumnya yang disimpan dalam tas ke arah 
kepala korban bertubi-tubi, hingga korban terjatuh dan dirinya tertangkap warga. 
g)   Bahwa tersangka membenarkan barang bukti berupa sebilah sabit adalah alat 
yang dipergunakan untuk menganiaya korban. 
h)   Bahwa tersangka mengakui jika belum menerima bayaran dari laki-laki yang 
menyuruhnya untuk membunuh korban, dan perbuatan tersebut dilakukan 
sendirian.     
Berita Acara Pemeriksaan tersangka ADI IRAWAN dibuat pada tanggal 20 Agustus 
2005 pukul 15.40 WIB, oleh AGUS MARDJOKO Pangkat AIPDA Nrp. 65080148 
jabatan Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resort Boyolali berdasarkan 
surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Polisi : 
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SKEP/94/II/1997,  tanggal 3 Februari 1997. 
3) Berita Acara Pemeriksaan TKP 
  Berita Acara Pemeriksaan TKP dibuat pada tanggal 16 Agustus 2005 
pukul 20.00 WIB, oleh SUMINTO Pangkat Briptu Nrp. 61030712 Jabatan Penyidik 
Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Boyolali. 
4) Berita Acara Penangkapan 
  Berita Acara Penangkapan Tersangka ADI IRAWAN dibuat pada tanggal 
16 Agustus 2005 pukul 20.00 WIB, oleh ASNANTO Pangkat IPTU Nrp. 66090008 
Jabatan Penyidik dari kantor Kepolisian Resort Boyolali. 
5) Berita Acara Penahanan 
  Berita Acara Penahanan Tersangka ADI IRAWAN dibuat pada tanggal 17 
Agustus 2005 pukul 19.30 WIB, oleh SUKAMTO Pangkat AKP Nrp. 59060878  
Jabatan selaku Penyidik dari Kantor Kepolisian Resort Boyolali. 
6) Berita Acara Penyitaan 
  Berita Acara Penyitaan barang bukti dibuat pada tanggal 16 Agustus 2005 
pukul 20.30 WIB, oleh ASNANTO Pangkat IPTU Nrp. 66090008 jabatan Penyidik 
dari Kantor Kepolisian Resort Boyolali. 
7) Berita Acara Pembungkusan Barang dan/atau Penyegelan Barang Bukti 
  Berita Acara Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti dilakukan 
pada tanggal 22 Agustus 2005 pukul 11.00 WIB, oleh SUMINTO Pangkat Briptu 
Nrp. 61030712 jabatan sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort 
Boyolali.      
8) Analisis Kasus: 
    Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka serta adanya barang 
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bukti, maka Pemeriksa atau Penyidik dapat menganalisis kasus yang terurai sebagai 
berikut: 
a) Bahwa benar pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2005 sekitar pukul 19.30 
WIB di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Bumi Singkil Indah, 
Karanggeneng, Boyolali telah terjadi perbuatan penganiayaan berat. 
b) Berkaitan dengan kejadian tersebut, didapat seorang tersangka laki-laki yang 
bernama ADI IRAWAN umur 17 tahun, Swasta, Islam, alamat Pulusari, 
Karangweru RT 11/RW II Kecamatan Plupuh, Sragen. 
c) Adapun korban dalam kejadian tersebut adalah sorang laki-laki yang bernama 
SUBANDI BOWO RAHARJO, S.H., umur 43 tahun, Islam, PNS, alamat Jalan 
Dr. Rajiman Nomor 668 Pajang, Surakarta. 
d) Adapun penyebab hingga pelaku melakukan penganiayaan berat terhadap 
korban dengan mempergunakan alat berupa sebuah sabit oleh karena pelaku 
tergiur dengan janji yang akan diberikan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas 
juta rupiah) oleh seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan nama atau 
identitasnya yang menyuruh pelaku, apabila berhasil membunuh korban akan 
diberikan uang sejumlah tersebut di atas. 
e) Pelaku sudah kenal dengan korban, tidak ada hubungan famili atau keluarga dan 
belum pernah berselisih. 
f)   Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan perencanaan sebelumnya, 
dengan mempersiapkan alat terlebih dahulu. 
g) Alat yang dipergunakan tersangka dalam melakukan perbuatannya adalah 
berupa sebuah sabit. 
h) Akibat dari perbuatan tersangka, korban menderita luka pada bagian kepala dan 
jari tangannya. 
9) Analisis Yuridis: 
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   Dari hasil pembahasan kasus di atas, maka kiranya Pemeriksa atau 
Penyidik dapat mengetengahkan pembahasan dalam analisa yuridis bahwa atas 
perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka telah melanggar ketentuan pidana 
yang dapat diancam dengan sangsi pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan 
pasal 353 jo. 354 jo. 338 jo. 340 jo. 53 KUHP. 
a) Unsur Pasal: 353 ayat (1) dan (2) KUHP 
“ayat (1) : penganiayaan direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya empat tahun, ayat (2) : jika perbuatan itu 
menyebabkan luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya tujuh tahun”. 
(1)  Barang siapa : 
Dalam hal ini pelaku atau tersangka adalah ADI  IRAWAN. 
(2)  Dengan sengaja : 
 Bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka memang dikehendakinya 
sendiri. 
(3)   Menganiaya : 
   Membuat orang sakit. 
(4)   Luka berat : 
   Tidak dapat melakukan pekerjaan. 
b) Unsur Pasal 338 KUHP 
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena 
pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas 
tahun”. 
c) Unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 340 KUHP meliputi: 
(1)  Barang siapa : 
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 Dalam hal ini adalah pelaku atau tersangka adalah ADI IRAWAN 
(2) Dengan sengaja : 
          Bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka memang dikehendakinya sendiri. 
(3) Direncanakan terlebih dahulu : 
Bahwa apa yang terdapat dalam benak tersangka ADI IRAWAN telah 
disusun suatu rancangan skenario tentang bagaimana cara melaksanakan 
niatnya untuk membalas dendam atau sakit hatinya dan berupaya dengan 
kemampuannya agar dapat menghilangkan nyawa korban SUBANDI 
BOWO RAHARJO,S.H. 
(4) Menghilangkan nyawa orang lain : 
Bahwa kematian korban SUBANDI BOWO RAHARJO,S.H., bukan atas 
kehendak dari korban sendiri, melainkan pada kenyataanya ada orang lain 
yaitu tersangka ADI IRAWAN yang menginginkan kematian korban dengan 
cara membacokkan sebilah sabit pada diri korban dan mengenai kepala 
bagian belakang, leher atau pundak yang merupakan organ vital karena 
terdapat jaringan syaraf, walaupun pada akhirnya apa yang menjadi harapan 
tersangka tidak menjadi kenyataan, bahkan nyawa korban dapat 
diselamatkan. 
(5) Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan : 
Apabila pelaku atau tersangka telah mempersiapkan segala sesuatu yang 
akan dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga telah 
sampai pada obyek serta telah mulai melaksanakan niatnya walaupun tidak 
sampai terselesainya perbuatan yang dimaksud. 
(6) Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata kehendaknya : 
Terhentinya suatu perbuatan bukan karena kemauan atau keinsafan, tetapi 
ada sesuatu yang tidak diinginkan pelaku atau tersangka, sehingga 
menghalangi terselesainya perbuatan tersebut. 




d. Pelaksanaan Asas Koordinasi Horizontal Antara Kepolisian Resort Boyolali     
Dengan Kejaksaan Negeri Boyolali Dalam Menangani Tindak Pidana Percobaan 
Pembunuhan Berencana. 
  Realisasi pelaksanaan asas koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort 
Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana percobaan 
pembunuhan berencana selengkapnya adalah sebagai berikut: 
1) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Percobaan 
Pembunuhan Berencana Oleh Kepolisian Resort Boyolali Dengan Kejaksaan Negeri 
Boyolali. 
    Mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Kepolisian Resort 
Boyolali kepada Kejaksaan Negeri Boyolali diberitahukan melalui Surat 
Pemberitahuan dengan Nomor Polisi : SPDP / 08 / VIII / 2005 / Serse, pada tanggal 
16 Agustus 2005. Hubungan koordinasi antara Penyidik Kepolisian dengan Jaksa 
Penuntut Umum atau Kejaksaan pertama kali terjadi sejak Penyidik melakukan 
penyidikan suatu perkara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 109 ayat (1) KUHAP 
adalah disampaikannya SPDP kepada Penuntut Umum. 
   Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dituangkan dalam Keputusan 
Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PW.07.03. Tahun 1982, menegaskan bahwa 
pemberitahuan kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 109 ayat 
(1) KUHAP adalah merupakan suatu kewajiban dari Penyidik. Penyidik harus 
segera memberitahukan hal tersebut dan untuk daerah yang sulit transportasinya 
dapat dilakukan melalui komunikasi atau upaya lain yang cepat dan harus segera 
disusul dengan pemberitahuan tertulis. 
   Pengertian telah dimulainya penyidikan adalah jika kegiatan penyidikan 
sudah dilakukan dengan menggunakan upaya paksa, misalnya pemanggilan pro 
yustisia, pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain 
(Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 3). Penyidik memberitahukan 
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tentang telah dimulainya penyidikan (SPDP) suatu tindak pidana tersebut dengan 
disertai lampiran berupa laporan Polisi atau pengaduan. 
   Dalam hal Kejaksaan yamg menerima laporan atau pengaduan atau 
mengetahui sendiri telah terjadi suatu tindak pidana, maka hal tersebut secepatnya 
diteruskan kepada Penyidik. Setiap Kejaksaan Negeri setelah menerima 
pemberitahuan dimulainya penyidikan harus mencatat dalam register RP-6 dan data 
beserta penyelesaiannya dimuat dalam laporan bulanan model LP-3.  
 2) Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Percobaan 
Pembunuhan Berencana Oleh Penuntut Umum. 
   Permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka ADI IRAWAN 
oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2005 
dengan Surat Nomor Polisi : B / 094 / VIII / 2005 / Reskrim. Penyidik meminta 
supaya Penuntut Umum memberikan perpanjangan penahanan selama 10 (sepuluh 
hari) mulai dari tanggal 6 September sampai dengan 15 September 2005. Penuntut 
Umum dapat memberikan perpanjangan penahanan dan paling lama 40 hari (Pasal 
24 ayat (2) KUHAP), setelah mempelajari resume atau Lapju penyidikan dan 
dengan mengindahkan syarat-syarat subyektif atau dasar keperluan yang disebutkan 
dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu : 
a) Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup . 
b) Adanya kekhawatiran bahwa : 
(1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. 
(2) Merusak atau menghilangkan barang bukti. 
(3) Mengulangi tindak pidana. 
Serta syarat-syarat obyektif atau dasar hukum yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat 
(4) KUHAP, yaitu : 
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a) Diancam pidana 5 tahun atau lebih. 
b) Pelanggaran pidana tertentu. 
Kedua syarat atau dasar penahanan tersebut adalah kumulatif, sedangkan hal yang  
merupakan syarat subyektif bersifat alternatif. 
  Apabila permintaan perpanjangan penahanan tersebut disetujui, Kepala 
Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan Model T-
4 dan diregister dalam RT-2. Lamanya penahanan atau perpanjangan penahanan 
harus disebut dalam setiap penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan baik 
penahanan Rutan, Rumah, ataupun kota sesuai dengan Pasal 24 sampai dengan 29 
KUHAP. 
  Apabila permintaan perpanjangan penahanan tidak dikabulkan, maka 
Kepala Kejaksaan Negeri membuat surat kepada Penyidik tersebut dengan model 
T-5. Sepatutnya permintaan perpanjangan penahanan tersebut tidak ditolak, karena 
tanggung jawab yuridis ada pada Penyidik. Penolakan permintaan perpanjangan 
penahanan hanya dapat dilakukan atas dasar pertimbangan dan alasan-alasan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP. 
  Apabila pernintaan perpanjangan penahanan tersebut ditolak, agar 
penolakan beserta alasannya dicatat dalam kolom keterangan pada register model 
RT-2. Perpanjangan dan perkembangan penahanan pada tahap penyidikan tersebut 
dicatat dalam register dimaksud. 
  Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri menerima tembusan permohonan 
perpanjangan penahanan dari Penyidik kepada Pengadilan Negeri 30 hari pertama 
dan kedua berdasarkan Pasal 29 KUHAP, baik permohonan tersebut disetujui 
ataupun ditolak, maka surat persetujuan atau surat perintah pengeluaran tahanan 
dicatat juga dalam register RT-2.    
 3) Penyerahan BAP Dari Penyidik Kepolisian Resort Boyolali Kepada Kejaksaan 
Negeri Boyolali. 
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   Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penyerahan berkas perkara 
yang dilakukan oleh Penyidik Polisi diserahkan secara dua kali kepada Kejaksaan 
Negeri Boyolali. Hal tersebut dikarenakan berkas perkara yang pertama dengan 
melalui Surat Nomor: B / 413 / VIII /2005 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2005 
dinyatakan belum lengkap (P-18) oleh Kejaksaan Negeri Boyolali. Untuk 
melengkapi berkas perkara tersebut, maka Kejaksaan Negeri Boyolali 
mengembalikan berkas perkara dengan disertai petunjuk-petunjuk kepada Penyidik 
Kepolisian Resort Boyolali. 
   Berdasarkan penelitian ini, petunjuk-petunjuk yang diberitahukan oleh 
Penunutut Umum kepada Penyidik Kepolisian Resort Boyolali yang berupa: 
a) FORMIL 
(1) Agar berkas perkara dilengkapi dengan: 
(a) Berita Acara Pemeriksaan TKP. 
(b) Persetujuan ijin sita dari Pengadilan Negeri Boyolali. 
(c) Berita Acara Penyegelan atau Pembungkusan Barang Bukti. 
(d) Hasil Penelitian BAPAS. 
(2) Agar pada : Sampul berkas perkara, Resume, Surat prindik, SPDP, BAP 
tersangka atau saksi korban disesuaikan atau ditambah dengan pasal yang 
disangkakan (Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 340 KUHP). 
(3) Jawaban tersangka pada BAP tanggal 22 Agustus 2005 Nomor 3, 
bertentangan dengan Berita Acara Penolakan di dampingi dengan Penasehat 
Hukum. 
b) MATERIIL 
(1) Agar dilakukan Pemeriksaan Tambahan terhadap saksi SUBANDI BOWO 
RAHARJO meliputi : 
(a) Saksi berada di mana pada waktu saksi menerima telepon dari tersangka? 
 Sewaktu saksi menemui tersangka di Terminal Sunggingan apa yang di 




 Apakah tersangka mengajak teman? 
(b) Pukul berapa saksi menemui tersangka di Terminal Sunggingan? 
 Dengan kendaraan apa perjalanan ke Perumahan Singkil? 
 Bagaimana posisi duduk antara tersangka dengan saksi dan apa yang 
dibicarakan? 
(c) Dengan tangan sebelah mana atau bagaimana cara tersangka membacok      
saksi? 
(d) Agar kepada saksi diperlihatkan seluruh Barang Bukti yang disita dan  
ditanyakan siapa pemilik Barang Bukti dan apa keterkaitan Barang Bukti 
dengan perbuatan yang dilakukan tersangka terhadap saksi. 
(e) Ingatkah saksi, sabit mana yang digunakan  tersangka untuk membacok 
saksi? 
(f) Sudah berapa kali saksi bertemu langsung (tidak melalui telepon) dengan 
tersangka? 
   Bertemu dalam hal apa? 
(2) Agar dilakukan Pemeriksaan Tambahan terhadap tersangka ADI IRAWAN, 
meliputi: 
(a) Dengan alasan apa orang laki-laki menyuruh tersamgka untuk 
membunuh korban sampai dua kali menemui tersangka hingga tersangka 
menanggapinya? 
(b) Bila saja tersangka berhasil membunuh korban, ke mana tersangka akan 
mengambil uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah 
diperjanjikan? 
(c) Mengapa tersangka begitu percaya dan bersedia disuruh membunuh 
korban, padahal tersangka belum tahu identitas dan alamatnya? 
Sebutkan dengan jelas ciri-ciri orang yang menyuruh tersangka untuk 




(d) Selain tersangka tergiur ingin mendapatkan uang Rp. 15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah), apa ada motif lain sehingga tersangka 
melaksanakan niat membunuh yang direncanakan? 
(e) Sudah berapa kali tersangka bertemu langsung (tidak melalui telepon) 
dengan korban? 
Bertemu dalam hal apa? 
(f) Sehubungan BAP tersangka tanggal 22 Agustus2005 jawaban Nomor 10, 
tersangka bertemu terakhir dengan laki-laki yang menyuruh tersangka 
untuk membunuh korban pada pada akhir bulan Juli 2005 jam 19.30 
WIB. Mengapa niat itu baru dilaksanakan pada hari selasa 16 Agustus 
2005? 
(g) Dari mana (alamat) tersangka mempersiapkan arit atau clurit yang 
kemudian dimasukkan ke dalam tas dan dengan naik apa tersangka 
menuju terminal Sunggingan untuk menemui korban? 
(h) Ketika tersangka bertemu korban di Terminal Sunggingan, apakah 
korban menanyakan kepada tersangka apa yang dibawa? 
Bagaimana posisi duduk tersangka dengan korban dalam perjalanan 
menuju Perumahan Singkil dan apa yang dibicarakan? 
(i) Setelah sampai di Perumahan korban di Singkil dan sebelum tersangka 
membacok korban, apa yang tersangka lakukan? 
(j) Dengan tangan sebelah mana tersangka membacok korban? 
(k) Agar kepada tersangka diperlihatkan seluruh Barang Bukti yang disita 
dan ditanyakan siapa pemilik Barang Bukti dan apa keterkaitan Barang 
Bukti dengan perbuatan yang dilakukan tersangka terhadap saksi? 
(3) Orang yang menyuruh tersangka ADI IRAWAN untuk membunuh korban 
agar dijadikan tersangka dalam berkas tersendiri. 
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 Setelah petujuk-petunjuk dari Penuntut Umum tersebut dilengkapi oleh 
Penyidik Kepolisian Resort Boyolali, maka Penyidik Kepolisian Resort Boyolali 
menyerahkan BAP yang kedua melalui Surat Nomor : B / 453 / IX / 2005 / 
Reskrim, pada tanggal 6 September 2005. BAP yang kedua tersebut, setelah diteliti 
oleh Penuntut Umum dinyatakan sudah lengkap (P-21). Hal tersebut sekaligus 
menjadi pelimpahan wewenang dari Kepolisian Resort Boyolali kepada Kejaksaan 
Negeri Boyolali. 
 Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa : “Dalam hal Penyidik 
telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas 
perkara kepada Penuntut Umum”. Mengenai kelengkapan berkas perkara, isi berkas 
perkara yang lengkap menurut Juklak dan Juknis Polri, dengan variasi tertentu 
sesuai dengan kasusnya berisikan : 
a) Sampul berkas perkara. 
b) Daftar isi berkas perkara. 
c) Resume (Pasal 121 KUHAP). 
d) Laporan Polisi (Pasal 5 ayat (1) dan 103 KUHAP). 
e) Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (Pasal 27 ayat (1) i 
KUHAP). 
f)      Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). 
g) Berita Acara Pemeriksaan saksi atau ahli atau tersangka (Pasal 117, 120, 118 
KUHAP). 
h) Surat atau Berita Acara Penyumpahan saksi atau ahli (Pasal 162, 120 jo. 76 
KUHAP). 
i)      Surat atau Berita Acara hasil pemeriksaan forensik laboratorium (Pasal 120, 
187 c KUHAP). 
j)      Berita Acara Konfrontasi (Pasal 75 ayat (1) k KUHAP). 
k) Berita Acara Rekonstruksi (Pasal 75 ayat (1) k KUHAP). 
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l)      Berita Acara Penangkapan (Pasal 75 ayat (1) b KUHAP). 
m) Berita Acara Penahanan (Pasal 75 ayat (1) c KUHAP). 
n) Berita Acara Penangguhan Penahanan (Pasal 75 ayat (1) k KUHAP). 
o) Berita Acara Penggeledahan Rumah atau Badan atau Pakaian (Pasal 75 jo. 33 
ayat (5) jo. 126 KUHAP). 
p) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti (Pasal 75 jo. 129 ayat (2) KUHAP). 
q) Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (Pasal 75 jo. 46 KUHAP). 
r)      Berita Acara Pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti (Pasal 75 jo. 
130 KUHAP). 
s) Berita Acara Penyitaan Surat (Pasal 75 jo. 45 KUHAP). 
t)      Berita Acara Tindakan-tindakan lain (Pasal 75 ayat (1) k KUHAP). 
u) Surat Panggilan (Pasal 112 KUHAP). 
v) Surat Panggilan dengan perintah untuk dibawa menghadap (Pasal 112 ayat (2) 
KUHAP). 
w) Surat Perintah Penangkapan (Pasal 18 KUHAP). 
x) Surat Perintah Penahanan (Pasal 21 KUHAP). 
y) Surat Perintah Penangguhan Penahanan (Pasal 31 KUHAP). 
z) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan (Pasal 23 KUHAP). 
aa) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri 
(Pasal 24 ayat (2) KUHAP). 
bb) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan (Pasal 
29 KUHAP). 
cc) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (Pasal 24 atau 29 KUHAP). 
dd) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (Pasal 24 ayat (3) dan (4) KUHAP). 
ee) Surat Ijin Penggeledahan atau Ijin Khusus Penyitaan atau Perstujuan dari 
Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 33, 34, 38, 43 KUHAP). 
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ff) Surat Perintah Penggeledahan (Pasal 33 KUHAP). 
gg) Surat Perintah Penyitaan (Pasal 42 KUHAP). 
hh) Surat Tanda Terima Barang Bukti (Pasal 41, 45, 47 KUHAP). 
ii) Surat Keterangan Dokter Ahli atau Visum Et Repertum (Pasal 187 jo. 138, 139 
KUHAP). 
jj) Dokumen-dokumen Bukti. 
kk) Daftar adanya saksi. 
ll) Daftar adanya tersangka. 
mm)   Petikan hukuman terdakwa. 
nn) Lain-lain yang perlu dilimpahkan. 
Dari berkas perkara tersebut hendaklah dapat dsimpulkan telah 
terpenuhinya atau tidak tentang persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 
a) Kelengkapan Formil antara lain meliputi : 
(1) Setiap tindakan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara haruslah 
dibuat oleh pejabat penyidik atau Penyidik Pembantu atau kekuatan 
sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu 
tersebut dan oleh semua pihak yang terlibat dalam dalam tindak pidana 
yang dimaksud (Pasal 75 KUHAP). 
(2) Syarat kepangkatan, kewenangan dan pengangkatan Penyidik Pembantu 
sebagaimana diatur dala Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1983, 
Pasal 2 dan 3 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.PW.07.04 
tahun 1984, yaitu : 
(a) Penyidik 
Sekurang-kurangnya berpangkat : 
(i) Ajun Inspektur Dua Pol. 
(ii) Pengatur Muda Tk. I (II/b) bagi pejabat pegawai negeri sipil. 
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(iii)Komando Sektor Kepolisian walaupun berpangkat di bawah Ajun 
Inspektur Dua Pol. 
(b) Penyidik Pembantu 
Sekurang-kurangnya berpangkat : 
(i) Brigadir Dua Pol. 
(ii) Pengatur Muda (II/a) bagi pegawai negeri sipil. 
(3) Tindakan Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam hal tertentu barulah 
sah jika ada ijin khusus, ijin atau sepengetahuan dari Ketua Pengadilan 
Negeri setempat atau adanya saksi tertentu atau tanda tangan pihak 
pelapor atau pengadu pada laporan atau pengaduan sebagaimana 
dimaksud dalam : 
(a) Pasal 33 KUHAP : 
 Penggeledahan rumah harus dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri  
kecuali dalam keadaan mendesak. 
(b) Pasal 108 ayat (4) KUHAP : 
      Laporan atau pengaduan harus ditanda tangani oleh pelapor atau    
pengadu. 
(c) Pasal 129 ayat (2) : 
 Berita acara penyitaan harus ditanda tangani oleh orang dari siapa 
barang tersebut disita. 
(d) Pasal 130 KUHAP : 
     Benda sitaan sebelum dibungkus dicatat mengenai keadaan dan 
sifatnya. 
(e) Pasal 133 jo. 187 sub Kedokteran : 
     Permintaan keterangan ahli harus tertulis. 
(4)     Selain itu harus ada pengaduan dari yang berkepentingan, apabila 
perkara itu hanya dapat disidik atau dituntut karena adnya pengaduan 




(5)     Identitas tersangka seperti yang disebut dalam Pasal 143 ayat (2) sub a 
KUHAP perlu diperjelas, guna menghindari kekeliruan terhadap pelaku 
dan atau para pelaku yang harus dituntut pertanggungjawaban atas 
kesalahannya. 
(6)     Bila melakukan penyitaan terhadap suatu barang, maka surat ijin 
penyitaan dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam berkas perkara 
hendaklah dilampirkan tembusan laporan penyitaan yang ditujukan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh 
persetujuan. Surat perintah penyitaan penyegelan dan Berita Acara 
Penyitaan atau Penyegelan juga dilampirkan dalam berkas perkara atau 
mengirimkannya kepada Kejaksaan bila berkas perkara telah dikirim 
lebih dahulu. 
(7)   Terhadap barang bukti yang diserahkan secara sukarela oleh saksi atau 
tersangka kepada Penyidik, maka dalam berkas perkara hendaklah 
dilampirkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dan persetujuan 
penyitaan terhadap barang tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri. 
(8)     Selama penyidikan masih berlangsung, ijin penyitaan tidak dapat 
dicabut atau dibatalkan begitu pula secara analog selama dalam tingkat 
penuntutan. Bila barang sitaan dipinjamkan, tidak diperlukan ijin Ketua 
Pengadilan Negeri, tetapi ada kewajiban melaporkan kepadanya. 
(9)     Bila merubah status benda sitaan harus mendapat ijin Ketua Pengadilan 
Negeri. 
(10) Bila benda sitaan dijual lelang sebelum mendapat keputusan 
Pengadilan, maka harus dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri. 
(11) Apabila suatu perkara pembuktiannya memerlukan visum et repertum, 
seyogyanya berkas perkara dilengkapi dengan visum et repertum 
tersebut, tetapi apabila visum et repertum tersebut belum diperoleh, 
maka pada berkas cukup dilampirkan surat permintaannya dengan 
  69 
 
 
catatan alat bukti lainnya telah mencukupi. 
(12) Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Polisi Negara lain di 
negaranya dengan dihadiri Penyidik Polri atau Penyidik lainnya atau 
visum et repertum yang dibuat di luar negeri, bila sangat menentukan 
untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa, maka diusulkan 
ke Mahkamah Agung agar mengeluarkan fatwa mengenai Beruta Acara 
Pemeriksaan saksi warga negara asing di bawah sumpah yang dibuat 
oleh Polilsi negara lain atau visum et repertum tersebut, sehingga dapat 
dijadikan alat bukti yang sah. 
b) Kelengkapan Materiil meliputi : 
(1) Adanya perbuatan yang melawan hukum, susuai dengan pengertian 
perbuatan dan pengertian melawan hukum, dengan mempedomani unsur-
unsur delik yang disangkakan. 
(2) Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian 
sesuai dengan unsur-unsur delik yang disangkakan. 
(3) Adanya minimal dua alat bukti yang mendukung atau membuktikan 
perbuatan dan kesalahan tersangka. 
(4) Alat bukti yang menunjukkan tempus delicti, sehingga dapat diketahui 
daluarsa atau tidaknya penuntutan dan apakah delik yang disangkakan 
merupakan delik yang dikualifikasikan atau tidak serta untuk mengetahui 
ada tidaknya perubahan ketentuan normatif hukum pidana positif setelah 
dilakukan delik. 
(5) Alat bukti yang menunjukkan locus delicti, sehingga dapat diketahui 
keberlakuan hukum pidana positif dan untuk menetukan Kejaksaan mana 
atau Pengadilan Negeri mana yang berwenang melakukan penuntutan atau 
mengadili (kompetensi relatif). 
(6) Kejelasan tentang peran pelaku dan/atau para pelaku serta kualitasnya, 
begitupun kejelasan tentang tingkat pelaksanaan atau penyelesaian delik 
sehingga jelas pertanggung jawaban tersangka atau para tersangka. 
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Kualitas pelaku dan/atau para pelaku pun perlu jelas, sehingga dapat 
ditentukan Pengadilan yang berwenang mengadili (kompetensi absolut). 
(7) Apakah perbuatan atau kesalahan tersangka termasuk tindak pidana 
khusus untuk dapat dilakukannya penyelidikan tambahan sendiri oleh 
Kejaksaan (Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27/1983). 
(8) Perlu tidaknya berkas perkara dipecah (splitsing), baik untuk mencukupi 
upaya pembuktian maupun untuk mengembangkan perkara. 
(9) Apakah ada alasan pemaaf dan pembenar.  
 Setelah Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P-21), Penyidik Kepolisian 
menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada Penuntut 
Umum (Penyerahan Perkara Tahap II). Penyerahan tanggung jawab terhadap 
tersangka kepada Penuntut Umum tersebut dicatat dalam Berita Acara Penerimaan 
dan Penelitian Tersangka (BA-15), sedangkan penyerahan tanggumg jawab 
terhadap barang bukti kepada Penuntut Umum dicatat dalam Berita Acara 
Penerimaan Barang Bukti (BA-18). 
a) Peneriamaan Tanggung Jawab Atas Tersangka 
(1) Penerimaan tanggung jawab atas tersangka dilakukan dengan membuat 
berita acara penerimaan dan penelitian tersangka (BA-15). Berita acara 
penerimaan dan penelitian tersangka dalam perkara ini dibuat pada tanggal 
15 September 2005. 
(2) Dilakukan penelitian tersangka dengan maksud untuk mengetahui sejauh 
mana kebenaran tentang : 
(a) Keterangan tersangka dalam BAP. 
(b) Identitas tersangka guna mencegah terjadinya error in persona. 
(c) Status tersangka (ditahan atau tidak). 
(d) Apakah tersangka pernah dihukum atau tidak (residivist atau bukan). 
(e) Apakah ada keterangan yang perlu ditambahkan. 
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(3) BA-15 berfungsi sebagai : 
(a) Bahan pertimbangan penahanan. 
(b) Apabila terdakwa mangkir di persidangan, sedang pada tahap peyidikan 
dan prapenuntutan ia mengakui terus terang perbuatannya, maka BAP 
tersangka dan BA-15 dapat difungsikan sebagai alat bukti surat (vide 
Pasal 187 KUHAP) atau setidak-tidaknya sebagai petunjuk kesalahan 
terdakwa (vide Pasal 188 KUHAP). 
b) Penerimaan Tanggung Jawab Atas Barang Bukti. 
 Berita acara penerimaan barang bukti dalam perkara ini dibuat pada 
tanggal 15 September 2005. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah 
Kepala Kejaksaan Negeri melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan barang 
bukti yaitu untuk meneliti dan mencocokkan barang bukti yang terdapat dalam 
daftar barang bukti, selanjutnya Sub Seksi Penuntutan mencatatnya dalam 
register barang bukti (RB-2). 
 Sewaktu melaksanakan pencocokan barang bukti supaya disaksikan juga 
oleh Penyidik dan tersangka. Jaksa Penuntut Umum mengadakan penelitian 
mengenai barang bukti tersebut yang meliputi : 
(1) Jenis atau macamnya. 
(2) Jumlah atau kesatuannya. 
(3) Mutu atau kadarnya. 
 Setelah penelitian tersebut selesai, barang bukti tersebut tersebut 
dibungkus kembali dengan rapi dan menyegelnya, kemudian dibuat Berita Acara 
Penelitian dengan menggunakan formulir BA-18. Selanjutnya menyimpan 
barang bukti tersebut dengan membubuhi label (B-9). 
 Dalam hal sesuatu barang bukti atau benda sitaan dipinjamkan kepada 
orang lain, maka apabila terjadi perbedaan pendapat dalam hal peminjamannya 
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antara Penyidik dan Penuntut Umum mengenai benda sitaan pada saat perkara 
tersebut dilimpahkan dari Penyidik kepada Penuntut Umum, maka putusan akhir 
ada pada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis, sesuai dengan tahap 
penyelesaian perkara, dalam hal ini Kejaksaan (Tambahan Pedoman 
Pelaksanaan KUHAP butir 2). 
 
2. Pembahasan 
 Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang asas koordinasi 
horizontal antara Penyidik Kepolisian Resort Boyolali dengan Penuntut Umum Kejaksaan 
Boyolali penulis berpendapat bahwa asas koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut 
Umum memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum 
melalui proses dalam hukum acara pidana. Penulis katakan demikian, karena dengan 
pelaksanaan asas koodinasi horizontal antara Penyidik dengan Penuntut Umum dapat 
dipergunakan untuk saling mengawasi dan mengontrol tindakan antar penegak hukum. 
Lebih-lebih dalam KUHAP dikenal dengan adanya lembaga Praperadilan, sebagaimana 
diketahui bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan 
memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan 
demi tegaknya hukum dan keadilan; 
c.  Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak 
lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 
    Mengenai Praperadilan ini diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Permintaan 
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh 
tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan 
alasannya (Pasal 79). Sedangkan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu 
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penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum 
atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan 
menyebutkan alasannya (Pasal 80). 
 Eksistensi Praperadilan merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh 
undang-undang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya 
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan serta ganti kerugian dan 
rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan 
penuntutan. Praperadilan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pengadilan 
negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk 
menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian 
penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. 
 
   Praperadilan dibentuk guna menilai sah tidaknya tindakan aparat penegak hukum 
tentang: 
a. Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan penangkapan, secara tidak sah menurut undang-
undang. 
b.  Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan penahanan secara tidak sah menurut undang-
undang. 
c.  Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan penghentian penyidikan dan penuntutan 
menurut undang-undang. 
d.  Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan penyitaan yang tidak sah menurut undang-
undang. 
e.  Akibat kekeliruan atau kesalahan penangkapan secara tidak sah menurut undang-
undang adalah berdasarkan hukum untuk direhabilitasi. 
f.      Akibat kekeliruan atau kesalahan penangkapan dan penahanan yang tidak sah menurut 
undang-undang adalah berdasarkan hukum untuk ganti kerugian dan rehabilitasi. 
Tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan 
pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka 
selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar 
tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. 
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Berdasarkan uraian Praperadilan tersebut dapat diketahui bahwa Praperadilan 
dimaksudkan untuk mengontrol tindakan Penyidik maupun Penunutut Umum atau 
dengan kata lain bahwa Praperadilan dibentuk sebagai sarana pengontrol tindakan aparat 
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. 
Maka dari itu berdasarkan asas koordinasi antara Penyidik dengan Penutut Umum 
digunakan untuk mengantisipasi adanya Praperadilan terhadap perkara yang mereka 
tangani. Karena adanya suatu anggapan bahwa seorang Penyidik atau Penuntut Umum 
yang pernah di Praperadilankan dipandang mempunyai suatu cacat, sehingga dianggap 
tidak cakap atau tidak mampu melakukan penyidikan atau penuntutan. 
Dengan adanya Praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya 
paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undang-undang dan tidak 
bertentangan dengan hukum. Hal inilah yang membedakan KUHAP dengan masa 
berlakunya HIR di mana pada waktu itu tindakan upaya paksa yang dilakukan Penyidik 
terhadap seorang tersangka tidak terawasi dan tidak terkontrol sehingga dapat 
menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat Penyidik. Untuk itu dibentuk 
lembaga Praperadilan yang berwenang melakukan koreksi, penilaian dan pengawasan 
terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik. 
Di samping itu sebagaimana telah disampaikan di atas, asas koordinasi horizontal 
tersebut sebagai checking dan kontrol antara Penyidik dengan Penuntut Umum, misalnya 
dalam penghentian penyidikan. Apabila Penyidik menghentikan penyidikan, maka dalam 
Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan harus terlampir resume atau Lapju dan 
surat ketetapan penghentian penyidikan. Terhadap penyidikan yang dihentikan oleh 
Penyidik, maka Penuntut Umum yang ditujuk berdasarkan Surat Perintah Model P-16, 
berkewajiban menyampaikan telaahan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat 
yang ditunjuk. 
Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau pejabat 
yang ditunjuk berkewajiban mempertimbangkan telaahan Jaksa Penuntut Umum tersebut 
tentang beralasan atau tidaknya penghentian penyidikan yang dimaksud. Kepala 
Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri segera menentukan sikap 
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apakah alasan penghentian penyidikan dapat dibenarkan atau mengajukan permintaan 
pemeriksaan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya perkara tersebut. Hal tersebut 
dikarenakan tindakan penghentian penyidikan ini tidak bisa dihentikan oleh Penyidik, 
tetapi oleh Penuntut Umum, apakah dasar-dasar tentang penghentian penyidikan tersebut 
dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. 
Demikian juga dalam penghentian penuntutan juga harus mempunyai dasar 
hukum yang kuat. Adapun alasan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) 
a KUHAP, yaitu : 
 a. Tidak terdapat cukup bukti. 
 b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. 
 c. Perkara ditutup demi hukum. 
Alasan tidak cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana 
merupakan alasan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum, sedangkan alasan 
perkara ditutup demi hukum merupakan alasan demi hukum yang tediri dari : 
  a. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP). 
 b. Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP). 
 c. Perkara kadaluarsa (Pasal 78 KUHP). 
 d. Pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP). 
Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran materiil, 
yaitu mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya, jelas melalui penyidikan yang 
belum lengkap, pihak Penyidik diwajibkan untuk melengkapi penyidikannya, melalui 
petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. Jadi dalam hal ini pelaksanaan 
koordinasi horizontal antara Penyidik dengan Penuntut Umum sangat penting sekali 
peranannya supaya penyidikan yang dilakukan oleh pihak Penyidik dapat lengkap dan 
sempurna. 
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Ditinjau dari sisi penahanan, menjadi tanggung jawab masing-masing penegak 
hukum. Apabila terjadi penahanan, maka setiap aparat penegak hukum juga 
berkoordinasi dengan atasannya. Selain itu, apabila Penyidik akan memperpanjang 
penahanan terhadap tersangka, maka Penyidik harus minta atau mengajukan permohonan 
perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum. Jadi dalam hal ini asas koordinasi juga 
berperan dalam hal permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penyidik 
kepada Penuntut Umum. 
Apabila dikaitkan dengan tujuan KUHAP yaitu menjamin perlindungan hak asasi 
manusia dalam penahanan, maka antara Penyidik dan Penuntut Umum harus saling 
koordinasi, supaya dapat saling mengawasi dan mengontrol antara satu dengan yang 
lainnya supaya tidak terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam penahanan. 
Perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia sebenarnya telah 
diletakkan dalam asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970, dan 
asas-asas tersebut yang akan ditegakkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana tersebut. Telah disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP, bahwa Undang-
undang Hukum Acara Pidana ini adalah bersifat nasional sehingga wajib didasarkan pada 
falsafah atau pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya 
ketentuan materi pasal atau ayat dalam undang-undang tersebut tercermin perlindungan 
hak asasi manusia. 
Selanjutnya Penjelasan Umum dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
memperinci asas-asas tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan 
pembedaan perlakuan. 
b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan 
perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya 
dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. 
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c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka 
sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan 
yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 
d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang 
berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 
hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat 
penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena 
kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau 
dikenakan hukum administrasi. 
e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, 
jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat 
peradilan.  
f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan 
hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas 
dirinya. 
g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukannya penangkapan dan atau penahanan 
selain wajib diberitahu dakwaaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, 
juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta 
bantuan penasihat hukum. 
h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. 
i. Sedang pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam 
undang-undang. 
j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh 
ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.  
Dari asas-asas tersebut di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum 
Pidana kita hendaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekalipun terhadap 
seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Perlu penegasan di sini, 
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bahwa bukan berarti terhadap mereka yang disangka ataupun didakwa telah melakukan 
suatu tindak pidana, diberikan haknya sedemikian seperti halnya seseorang yang tidak 
tersangkut suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun akan dilaksanakan tindakan-
tindakan tertentu bagi mereka yang disangka maupun didakwa telah melakukan tindak 
pidana, hendaknya pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut tidak sewenang-wenang, akan 
tetapi menuruti apa yang telah ditentukan undang-undang. Didasari bahwa diperlukan 
tindakan-tindakan tertentu di mana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, 
yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat 
menghadapkan seseorang ke depan pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak 
pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan 
menuruti aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga bagi seseorang 
yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, telah mengetahui 
dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak 
hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, di mana tindakan tersebut akan 
mengurangi hak asasinya. 
 
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Asas Koordinasi Horizontal Antara Kepolisian Resort 
Boyolali Dengan Kejaksaan Negeri Boyolali Dalam Menangani Tindak Pidana 
Percobaan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus No. Reg. Perkara : PDM-100 / BYL / 
Ep.1 / 09 / 2005). 
   Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan asas koordinasi horizontal antara 
Kepolisian Resort Boyolali dengan Kejaksaan negeri Boyolali dalam menangani tindak 
pidana percobaan pembunuhan berencana secara praktis berupa kurang pahamnya pihak 
Penyidik Kepolisian dalam memahami petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Penuntut 
Umum kepada Penyidik Kepolisian. Hal tersebut dapat terjadi karena : 
1. Sebelum pemberkasan perkara, Penyidik tidak menggunakan kesempatan untuk 
berkonsultasi dengan Penuntut Umum, sehingga penyidikan perkara percobaan 
pembunuhan berencana tersebut sema-mata hanya didasarkan pada kebutuhan teknis 
keresersean saja, dengan kurang memperhatikan aspek yuridis yang merupakan 
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kebutuhan pada tahap penuntutan. 
2. Antara Penyidik dengan Penuntut Umum tidak saling berhadapan dalam mendiskusikan 
pemeriksaan tambahan, Penyidik hanya menerima petunjuk tertulis dari Penuntut 
Umum. 
  Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan asas 
koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali 
dalam menangani tindak pidana percobaan pembunuhan berencana tersebut dapat diatasi 
dengan adanya konsultasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam menangani 
perkara percobaan pembunuhan berencana tersebut. Pelaksanaan konsultasi antara Penyidik 
dengan Penuntut Umum tersebut sangat bermanfaaat bagi kelancaran penanganan perkara. 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan konsultasi antara Penyidik dengan Penuntut 
Umum tersebut yaitu : 
1. Pada umumnya berkas perkara yang diterima dari Penyidik sudah dalam keadaan 
lengkap, hal ini dikarenakan sejak dini melalui konsultasi tersebut, Penuntut Umum 
telah mengarahkan penyidikan kepada peletakkan dasar-dasar penuntutan. 
 2. Keadaan bolak-baliknya berkas perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum dapat 
dihindarkan, setidak-tidaknya dapat ditekan seminimal mungkin. 
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam tahap penyidikan, akan 
ditanggulangi bersama oleh Penyidik dan Penuntut Umum. 
4. Dari segi teknis profesionalitaspun antara Penyidik dengan Penuntut Umum akan sama-
sama memperoleh keuntungan, karena dengan seringnya dilaksanakan konsultasi 
tersebut, dengan sendirinya Penyidik dan Penuntut Umum akan saling mengenal sifat 
dan hakekat pelaksanaan tugas penyidikan dan penuntutan. 
5. Pelaksaan konsultasi tersebut, di samping akan mengurangi perbedaan persepsi antara 
Penyidik dengan Penuntut Umum, hal tersebut juga dapat menggalang terciptanya 
hubungan kerja sama positif yang bersifat koordinasi fungsional-instansional antara 
kedua instansi penegak hukum tersebut.   
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6. Dengan adanya pelaksanaan konsultasi tersebut, Penuntut Umum akan mendapatkan 
kemudahan dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan. Hal tesebut dikarenakan 
sejak dini Penuntut Umum telah memperoleh gambaran tentang tindak pidana yang 
sedang disidik oleh Penyidik. 
 
    
 
   
   
 





















  Setelah penulis sajikan penulisan hukum bab demi bab, maka pada bab IV ini penulis 
kemukakan simpulan atas dasar data yang diperoleh dalam penelitian yang dikaitkan dengan 
teori hukum acara pidana yang dipandu melalui rumusan masalah, maka simpulan yang 
penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 
1.  Pelaksanaan Asas Koordinasi Horizontal Antara Kepolisian Resort Boyolali 
Dengan Kejaksaan Negeri Boyolali Dalam Menangani Tindak Pidana Percobaan 
Pembunuhan Berencana (Studi Kasus No. Reg. Perkara : PDM-100 / BYL / Ep.1 / 
09 / 2005). 
  
 Pelaksanaan asas koordinasi horizontal yang dilakukan oleh Kepolisian Resort 
Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana percobaan 
pembunuhan berencana pada dasarnya berpedoman pada ketentuan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disertai dengan adanya beberapa 
ketentuan yang merupakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan 
oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 518 / A / J.A / 11 / 2001 tentang 
Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP – 132 / J.A / 11 / 
1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.  
 Pelaksanaan asas koordinsasi horizontal antara Kepolisian Resort Boyolali dengan 
Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana percobaan pembunuhan 
berencana terjadi pada tahap : 
 1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Percobaan 
Pembunuhan Berencana Oleh Kepolisian Resort Boyolali Dengan Kejaksaan 
Negeri Boyolali. 
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   Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Kepolisian Resort Boyolali 
kepada Kejaksaan Negeri Boyolali diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan 
dengan Nomor Polisi : SPDP / 08 / VIII / 2005 / Serse, pada tanggal 16 Agustus 
2005. Melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut menandakan 
bahwa telah terjadi hubungan koordinasi pertama kali atau pada awal penanganan 
tindak pidana percobaan pembunuhan berencana tersebut. 
 2. Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Percobaan 
Pembunuhan Berencana Oleh Penuntut Umum. 
   Permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka ADI IRAWAN 
oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2005 
dengan Surat Nomor Polisi : B / 094 / VIII / 2005 / Reskrim. Penyidik meminta 
supaya Penuntut Umum memberikan perpanjangan penahanan selama 10 (sepuluh 
hari) mulai dari tanggal 6 September sampai dengan 15 September 2005. Pada 
tahap perpanjangan penahanan ini terjadi koordinasi karena Penyidik apabila akan 
melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka percobaan pembunuhan 
berencana tersebut harus minta persetujuan kepada Penuntut Umum, sehingga 
dalam tahap ini terjadi koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum. 
 3. Penyerahan BAP Dari Penyidik Kepolisian Resort Boyolali Kepada Kejaksaan 
Negeri Boyolali. 
   Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh Penyidik Polisi 
diserahkan secara dua kali kepada Kejaksaan Negeri Boyolali. Hal tersebut 
dikarenakan berkas perkara yang pertama dengan melalui Surat Nomor: B / 413 / 
VIII /2005 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2005 dinyatakan belum lengkap (P-18) 
oleh Kejaksaan Negeri Boyolali. Untuk melengkapi berkas perkara tersebut, maka 
Kejaksaan Negeri Boyolali mengembalikan berkas perkara dengan disertai 
petunjuk-petunjuk kepada Penyidik Kepolisian Resort Boyolali. 
   Setelah petujuk-petunjuk dari Penuntut Umum tersebut dilengkapi oleh 
Penyidik Kepolisian Resort Boyolali, maka Penyidik Kepolisian Resort Boyolali 
menyerahkan BAP yang kedua melalui Surat Nomor : B / 453 / IX / 2005 / 
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Reskrim, pada tanggal 6 September 2005. BAP yang kedua tersebut, setelah 
diteliti oleh Penuntut Umum dinyatakan sudah lengkap (P-21). 
Asas koordinasi pada tahap ini memiliki peranan sangat penting, karena 
apabila dikaitkan dengan tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran materiil, 
yaitu mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya, jelas melalui penyidikan 
yang belum lengkap, pihak Penyidik diwajibkan untuk melengkapi 
penyidikannya, melalui petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. 
Jadi dalam hal ini pelaksaan koordinasi horizontal antara Penyidik dengan 
Penuntut Umum sangat penting sekali peranannya supaya penyidikan yang 
dilakukan oleh pihak Penyidik dapat lengkap dan sempurna. 
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Asas Koordinasi Horizontal Antara Kepolisian 
Resort Boyolali Dengan Kejaksaan Negeri Boyolali Dalam Menangani Tindak 
Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus No. Reg. Perkara : PDM-
100 / BYL / Ep.1 / 09 / 2005). 
Hambatan dalam pelaksanaan asas koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort 
Boyolali dengan Kejaksaan Negeri Boyolali dalam menangani tindak pidana percobaan 
pembunuhan berencana secara praktis berupa kekurangpahaman pihak Kepolisian dalam 
memahami petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Penuntut Umum atau pihak 
Kejaksaan. Sehingga Penyidik Kepolisian tidak dapat memenuhi petunjuk yang diberikan 
oleh Penuntut Umum dan mengakibatkan bolak-baliknya berkas perkara antara Penuntut 
Umum dengan Penyidik Kepolisian. 
Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan asas 
koordinasi horizontal antara Kepolisian Resort Boyolali dengan Kejaksaan Negeri 
Boyolali dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana tersebut yaitu dengan 
mengadakan konsultasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam menangani tindak 
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B.  SARAN 
 Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian hukum ini adalah : 
1. Antara Penyidik Kepolisian Resort Boyolali dengan Penuntut Umum Kejaksaan Boyolali 
sebaiknya lebih mempererat hubungan koordinasi dan kerja sama dalam menangani suatu 
perkara.    
2. Menigkatkan kualitas kinerja Kepolisian Resort Boyolali dan kinerja Kejaksaan Negeri 
Boyolali dalam menangani setiap perkara yang ada. 
3. Hambatan yang terjadi, dapat diatasi dengan mengadakan konsultasi antara Penyidik 
Kepolisian Resort Boyolali dengan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali dalam 
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